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ABSTRAK

Yagin, Ach. Ainul, NIM 230201220006, 2025. ljtihad Hakim Mengeluarkan Surat
Pernyataan Tidak Menceraikan Bagi Pasangan Dispensasi Nikah
Perspektif Sadd al Dzari‘ah (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)
,Tesis. Programa Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Pasca Sarjana Universitas
Islam Negeri Maulana Malik 1brahim Malang. Dosen Pembimbing I : Prof.
Dr. H. Fadil Sj, M. Ag. Dosen Pembimbing Il : Dr. Zaenul Mahmudi,
M.A..

Kata Kunci: ijtihad hakim, surat pernyataan tidak menceraikan, pasangan

dispensasi nikah, sadd al-Zari’ah .

Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis praktik serta dasar
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menerbitkan Surat
Pernyataan Tidak Menceraikan bagi pasangan yang memperoleh dispensasi nikah,
serta menelaah ijtihad tersebut melalui perspektif sadd al-Zara’i‘. Lahirnya
kebijakan ini didorong oleh meningkatnya perceraian dini yang kerap terjadi akibat
ketidaksiapan emosional, sosial, dan ekonomi pasangan muda. Sejak diterapkan
pada Juni 2024, surat pernyataan ini berfungsi sebagai instrumen moral dan
edukatif yang mewajibkan pasangan untuk tidak mengajukan perceraian selama dua
tahun pertama pernikahan dan bersedia mengikuti pembinaan jika terjadi
perselisihan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunkaan
pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan
hakim yang mengeluarkan surat, pasangan yang menandatangani surat pernyataan,
serta dokumentasi berupa salinan surat dan putusan dispensasi nikah. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yakni observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Serta Teknik analisis data melalui beberapa tahap, yakni
pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, dan penyusunan data.

Hasil penelitian menunjukkan 1. bahwa penerbitan Surat Pernyataan Tidak
Menceraikan merupakan bentuk ijtihad hakim dalam mengisi kekosongan hukum
dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial. 2. Dalam kerangka sadd al-
Zarad'i*, kebijakan ini efektif sebagai langkah preventif untuk menutup jalan menuju
kemudaratan berupa perceraian dini. Meskipun tidak memiliki dasar normatif
dalam hukum positif, praktik ini diterima secara sosial, memiliki daya ikat moral
yang kuat, dan berkontribusi pada terciptanya keluarga yang lebih stabil. Ijtihad
hakim dinilai konstruktif sepanjang dilaksanakan secara proporsional dan tetap
sejalan dengan prinsip magqasid al-syari ‘ah.



ABSTRACT

Yagin, Ach. Ainul, Student ID 230201220006, 2025. The Judge's Ijtihad in Issuing
a Statement of Non-Divorce for Marriage Dispensation Couples from the
Perspective of Sadd al-Dzari'ah (A Study at the Bondowoso Religious
Court), Thesis. Personal Status Study Program, Postgraduate Program,
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor I:
Prof. Dr. H. Fadil Sj, M. Ag. Supervisor II: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A..

Keywords: judge's ijtihad, non-divorce statement, marriage dispensation couples,

sadd al-Zari’ah.

This study aims to analyze the practices and considerations of judges at the
Bondowoso Religious Court in issuing a Statement of Non-Divorce for couples who
have obtained marriage dispensation, and to examine this ijtihad from the
perspective of sadd al-Zara i *. The birth of this policy was driven by the increasing
number of early divorces, which often occur due to the emotional, social, and
economic unpreparedness of young couples. Since its implementation in June 2024,
this statement serves as a moral and educational instrument, requiring couples not
to file for divorce during the first two years of marriage and to be willing to undergo
counselling in case of disputes..

This research is empirical legal research using a sociological approach to
law. Data was obtained thru in-depth interviews with the judge who issued the
letter, the couple who signed the affidavit, and documentation in the form of copies
of the letter and marriage dispensation decisions. Data collection techniques were
carried out in several stages, namely observation, interviews, and documentation.
Data analysis techniques were also carried out in several stages, namely data
checking, data marking, classification, and data arrangement.

The research results show that: 1. Issuing a Statement of Non-Divorce is a
form of judicial ijtihad in filling legal gaps by considering social welfare. 2. Within
the framework of sadd al-Zara i, this policy is effective as a preventive measure
to close the path to harm in the form of early divorce. Although it has no normative
basis in positive law, this practice is socially accepted, has strong moral binding
force, and contributes to the creation of more stable families. The judge's ijtihad is
considered constructive as long as it is carried out proportionally and remains in
line with the principles of magqasid al-syari‘ah.
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TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri

(UIN) Maulana Malik Ibrahim, sebagai berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia
t L 1 i
? L B -
) . T &
& Th ¢ Gh
F < J z
Q & h
c Kh & K
L J D 2
3 Dh . M
N O R 0

w J Z B
H : S o
’ . Sh 8
Y ¢ ? o
o

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya
dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti @, i dan . ().s,s
JBunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf
“ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’

marbiitah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan
xii



dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan

dengan“at.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan memiliki makna mendalam dalam kehidupan umat Islam.
Selain sebagai perwujudan ibadah kepada Allah, perkawinan juga merupakan
institusi sosial yang bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang
harmonis berdasarkan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah.! Tujuan
mendasar dari sebuah perkawinan adalah memberikan perlindungan terhadap
hak-hak pasangan dan memastikan stabilitas rumah tangga. Karena
perkawinan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia maka tidak
mengherankan jika berbagai agama di dunia mengatur tata cara dan ketentuan
mengenai perkawinan. Bahkan, institusi negara juga turut mengatur aspek
perkawinan yang berlaku di masyarakatnya.?

Ketentuan mengenai perkawinan telah ada sejak lama, dipertahankan
oleh masyarakat, para pemuka adat, dan tokoh agama, serta terus berkembang
seiring dengan perubahan sosial dalam suatu negara yang memiliki
pemerintahan. Di Indonesia, regulasi utama mengenai perkawinan tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,® yang kemudian diperbarui

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.*

! Masri Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah,
Warahmah,” Jurnal Tahqgiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 18, no. 1 (2024): 109-23,
https://doi.org/10.61393/tahqiga.v18i1.219.

2 Kusnul Kholig, “Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera,”
Jurnal Pikir, 2017, 92-111.

% “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” s2-1X §
(1860), https://doi.org/10.1093/ng/s2-1X.215.112a.

% Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Undang-
Undang Republik Indonesia, no. 006265 (2019): 2-6.



Salah satu perubahan penting dalam pembaruan tersebut adalah pada Pasal 7
ayat (1),yang menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari
16 menjadi 19 tahun, setara dengan laki-laki. Perubahan ini merupakan
respons terhadap kondisi darurat pernikahan anak yang telah diakui secara
nasional.®

Perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan dilakukan karena
Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat
pernikahan anak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS), pada tahun 2018 tercatat bahwa jumlah perempuan berusia
20-24 tahun yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun diperkirakan
mencapai sekitar 1.220.900 orang. Angka ini menjadikan Indonesia termasuk
dalam 10 negara dengan jumlah absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.
Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak negatif pada masa
depan generasi muda Indonesia. Hak-hak dasar yang seharusnya mereka
nikmati, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh dan berkembang,
perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, dan hak-hak lainnya, menjadi
terabaikan akibat pernikahan di bawah umur, bahkan data terbaru catatan
tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, setidaknya terdapat 41.852
pernikahan yang diberlangsungkan setelah mendapatkan dispensasi kawin

dari Pengadilan Agama.® Data itu membuktikan bahwa angka pernikahan

> Rahmad Karyadi, “Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia
Perkawinan,” Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat 2, no. 16 (2022): 9-23.

® Esa Geniusa R Magistravia, “Angka Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Turun



dibawah dini masih sangat tinggi. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung
jawab untuk melindungi hak-hak dasar anak dari praktik perkawinan dini.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan
bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai
usia 19 tahun.” Perubahan ketentuan ini memberikan harapan besar terhadap
upaya menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia. Namun, Pasal 7 ayat
(2)® mengatur bahwa apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan usia
tersebut, orang tua dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan
alasan yang sangat mendesak serta didukung bukti-bukti yang memadai.
Ketentuan ini tampaknya menimbulkan kekecewaan di masyarakat, karena
berpotensi melemahkan tujuan perubahan Pasal 7 ayat (1), yakni menurunkan
angka pernikahan dini. Keberadaan dispensasi perkawinan ini seolah-olah
membuat perubahan tersebut kurang efektif, karena pada akhirnya pernikahan
di bawah umur masih dapat berlangsung secara sah melalui persetujuan
Pengadilan.

Kondisi ini juga terjadi di daerah-daerah, salah satunya di Kabupaten
Bondowoso. Berdasarkan data Pengadilan Agama Bondowoso, dispensasi
kawin masih menjadi fenomena yang menonjol dalam beberapa tahun
terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 1.045 dispensasi dikabulkan, lalu 786

pada tahun 2021, 716 pada tahun 2022, 416 pada tahun 2023, dan hingga

Di Tahun 2023,” Good Stats, 2024. Diakses 20 November 2024

" Neneng Resa Rosdiana and Titin Suprihatin, “Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama
Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019,” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, no. 16
(2022): 21-25, https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714.

8 Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”



November 2024, masih tercatat 205 dispensasi dikabulkan. Meskipun
menunjukkan tren penurunan, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi dan
menempatkan Bondowoso dalam peringkat 8 besar kasus dispensasi kawin
tertinggi di Jawa Timur.®

Permohonan dispensasi ini umumnya didasarkan pada alasan
kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau kekhawatiran terhadap
pergaulan bebas. Namun, pasangan yang menikah di usia dini kerap kali
belum siap secara emosional, mental, dan ekonomi. Ketidaksiapan tersebut
sering berujung pada perceraian dini, yang membawa dampak buruk tidak
hanya bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga bagi anak dan masyarakat secara
luas. Anak-anak hasil pernikahan dini rentan mengalami ketidakstabilan
pendidikan, psikologis, dan ekonomi karena tumbuh dalam keluarga yang
tidak siap secara struktural.1°

Sementara itu, dari perspektif sosial, perceraian dini dapat menciptakan
generasi yang tumbuh tanpa bimbingan keluarga yang utuh, memperburuk
kualitas pendidikan anak, dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga akibat
ketidaksiapan pasangan muda.!

Menyadari dampak serius tersebut, hakim Pengadilan Agama

Bondowoso melakukan langkah ijtihad melalui penerapan surat pernyataan

® Moh. Bahri, “Pasangan Menikah Di Bawah Umur Di Bondowoso Menurun Drastis,” Times
Indonesia, 2024. Diakses 19 Juli 2025

Asmawaw Alemazehu Shelemo, “Pandangan Duta Generasi Bencana (Genre) Kabupaten
Huku Sungai Utara Terhadap Pernikahan Dini,” Nucl. Phys. 13, no. 1 (2023): 104-16.

11 Mohd Khudry Mz, Ramlah, and Halimah Djafar, “Dampak Pernikahan Dini Dan
Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian ( Studi Di Kecamatan Ranah Pembarap , Kabupaten
Merangin ),” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 5 Nomor 2 (2025): 1381-95.



bagi pasangan dispensasi nikah. Surat ini berisi ikrar dan kesanggupan
pasangan—disaksikan oleh orang tua—bahwa mereka menikah dengan
penuh kesadaran, siap menghadapi risiko, dan berkomitmen menjaga
keutuhan rumah tangga. Tujuan dari surat pernyataan ini adalah memberikan
shock therapy sekaligus instrumen preventif agar pasangan lebih bertanggung
jawab terhadap perkawinannya.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep sadd al-dzari’ah, yaitu prinsip
dalam hukum Islam yang bertujuan mencegah kerusakan atau dampak negatif
yang mungkin timbul akibat suatu tindakan yang pada dasarnya
diperbolehkan.?Dalam konteks ini, pemberian dispensasi nikah memang
diperbolehkan secara hukum, namun tanpa mitigasi risiko, praktik ini dapat
memicu kerusakan yang lebih besar, seperti perceraian dini dan terganggunya
stabilitas sosial. Oleh karena itu, langkah preventif berupa surat pernyataan
yang dikeluarkan oleh hakim memiliki nilai penting sebagai bentuk ijtihad
yang responsif terhadap permasalahan sosial.

Selain itu, hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang mewajibkan
surat pernyataan bagi pasangan dispensasi nikah dapat dikategorikan sebagai
bentuk ijtihad, yaitu kebijakan hukum berdasarkan prinsip maslahah dan
magashid al-syari’ah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta.!3

Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi pertanyaan. Apakah

12 MA Misranetti, SHI, “Sadd Al-Dzari’Ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum
Islam,” Jurnal An-Nahl VVol.09 Jun (2009): 52.
13 Akma Qamariah Lubis, “Contra Legem Dispensasi Kawin,” Umsupress, 2024, 1-141.



surat pernyataan ini benar-benar mampu mencegah perceraian dini?
Bagaimana pelaksanaan kebijakan ini di lapangan, dan sejauh mana prinsip
sadd al-dzari’ah diterapkan dalam proses pemberian dispensasi nikah?
Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong perlunya kajian lebih mendalam untuk
memahami sejauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi dalam menekan
angka perceraian dini.

Penelitian ini berfokus pada analisis ijtihad hakim dalam menerapkan
kebijakan surat pernyataan bagi pasangan dispensasi nikah di Pengadilan
Agama Bondowoso, dilihat dari perspektif sadd al-dzari’ah. Dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kebijakan hukum yang
lebih efektif untuk melindungi hak-hak anak, meningkatkan kualitas
kehidupan keluarga muda, dan mencegah dampak negatif dari pernikahan
dini.

Rumusan Masalah
1.  Bagaimana praktik dan dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan

surat pernyataan tidak menceraikan bagi pasangan dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Bondowoso?

2.  Bagaimana ijtihad Hakim tersebut ditinjau dari sadd al-dzari’ah ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik serta dasar pertimbangan
hakim dalam mengeluarkan surat pernyataan tidak menceraikan bagi

pasangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso.



2.

Untuk menganalisa ijtihad Hakim Pengadilan Agama Bondowoso
dalam mengeluarkan surat pernyataan bagi pasangan dispensasi nikah

ditinjau dari sadd al-dzari’ah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang nyata baik secara

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagaimana berikut :

1.

Manfaat teoritis : secara teoritis penelitian ini berkontribusi dalam
memperkaya khazanah keilmuan mengenai praktik ijtihad hakim dalam
konteks kekinian, khususnya terkait fenomena baru seperti penerbitan
surat pernyataan tidak menceraikan bagi pasangan yang menikah
melalui dispensasi. Melalui pendekatan sadd al-dzari’ah, penelitian ini
juga memperkuat kajian fikih yang bersifat preventif, yaitu bagaimana
hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas persoalan yang
telah terjadi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan
sosial (mafsadah) di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini dapat
memperluas pemahaman tentang relevansi dan aktualisasi prinsip-
prinsip usul fikih dalam realitas hukum kontemporer.

Manfaat praktis : Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi para hakim di lingkungan peradilan agama,
khususnya dalam menghadapi perkara-perkara yang berkaitan dengan
dispensasi nikah dan potensi perceraian usia muda. Penelitian ini dapat
memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya

penerapan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dan pencegahan kerusakan



(sadd al-dzari’ah) dalam pengambilan keputusan, terutama terhadap
pasangan yang secara usia atau kesiapan psikologis belum sepenuhnya
matang untuk membangun rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian ini
juga bermanfaat bagi lembaga peradilan dan pembuat kebijakan dalam
merumuskan pendekatan hukum yang tidak hanya legal formal, tetapi
juga responsif terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Bagi
masyarakat umum, khususnya pasangan muda dan keluarga, penelitian
ini dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kesiapan dalam
membina rumah tangga, serta memahami bahwa hukum Islam
mengandung nilai-nilai perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan nilai
akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam membangun
sistem hukum keluarga yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada
pencegahan kerusakan sosial.
E. Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan oleh
peneliti, ialah sebagai berikut;

1. Ahmad Zulfi Aufar dengan judul “Diskresi Hakim Terhadap Asas
Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin
(Studi Penetapan pada Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan
Agama Bondowoso Tahun 2022”'* pada tahun 2022. Penelitian ini

membahas peran hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik

14 Ahmad Zulfi Aufar, “Diskresi Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Dalam Penetapan Dispensasi Kawin,” 2023, 1-23.



bagi anak dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban
dan Bondowoso. Fokusnya adalah menganalisis diskresi hakim dalam
mencegah perkawinan anak, yang menjadi isu serius di masyarakat
Indonesia. Dengan pendekatan normatif dan kasus, penelitian ini
menggunakan data dari putusan hakim tahun 2022 serta peraturan
terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Tuban
cenderung progresif, mengutamakan kepentingan anak, sementara
hakim di Bondowoso lebih terikat pada aturan formal. Namun,
keduanya menggunakan sadd al-dzari’ah untuk mencegah dampak
negatif dari dispensasi kawin. Penelitian ini relevan dengan judul kami
karena menunjukkan bagaimana ijtihad hakim, khususnya di
Bondowoso dan dapat diarahkan untuk mencegah perceraian dini
dengan pendekatan sadd al-dzari’ah.

2. Nur Ikchsan dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin
Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di
Kota Semarang” pada tahun 2022.%° Penelitian ini membahas
pelaksanaan dispensasi kawin di Kota Semarang sebagai upaya
menekan angka perceraian pada pernikahan dini. Hasilnya
menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi belum efektif karena
pemberiannya terkesan mudah, sehingga angka perkawinan dini dan
perceraian meningkat. Faktor penyebabnya meliputi penggunaan

dispensasi untuk menutupi aib kehamilan di luar nikah, kurangnya

15 Ananda Muhamad Tri Utama, “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya
Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semaran” 9 (2022): 356-63.
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sosialisasi persyaratan dispensasi, dan minimnya pertimbangan
ekonomi dan pendidikan pasangan. Solusi yang diusulkan adalah
melakukan kajian sosiologis terkait kemampuan ekonomi pasangan,
mempertimbangkan  tingkat pendidikan, serta meningkatkan
pengawasan pemerintah dan masyarakat terhadap pasangan muda
setelah dispensasi dikabulkan. Penelitian ini relevan dengan penelitian
kami karena menunjukkan pentingnya peran hakim dalam
mempertimbangkan dampak jangka panjang dispensasi nikah,
khususnya untuk mencegah perceraian dini.

3. Nur Halimatus Sa’diyah dkk dengan judul “Peran Hakim Pengadilan
Agama Kraksaan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini”® pada
tahun 2023. Penelitian ini membahas peran hakim dalam meminimalisir
pernikahan usia dini melalui permohonan dispensasi nikah, khususnya
di wilayah Kraksaan. Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan
batas usia perkawinan minimal 19 tahun, masyarakat cenderung
memilih dispensasi nikah yang dapat berdampak negatif pada finansial,
kesehatan, dan psikis anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan studi yuridis empiris dan menemukan bahwa peran
hakim sangat penting dalam memberikan edukasi kepada orang tua agar
tidak melanjutkan permohonan dispensasi nikah demi kebaikan anak.

Penelitian ini relevan dengan penelitian kami karena menyoroti

16 Nur Halimatus Sa’diyah, Fathullah Rusly, and Vita Firdausiyah, “Peran Hakim Pengadilan
Agama Kraksaan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini,” Jurisprudensi: Jurnal Ilmu
Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam 15, no. 2 (2023): 209-307,
https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5689.
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bagaimana hakim dapat mencegah perceraian dini melalui
pertimbangan yang bijak terhadap permohonan dispensasi nikah.

4. Fifit Umul Naila dengan judul “Pemberian Dispensasi Kawin Pasca
Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut
Teori Efektivitas Hukum Dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara

Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Bulian)”*’

pada tahun
2023. Penelitian ini membahas penerapan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan 19 tahun dan
efektivitasnya dalam mencegah perkawinan anak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ini bertujuan untuk
mencegah perkawinan anak, praktiknya di Pengadilan Agama Muara
Bulian menunjukkan bahwa hakim masih memberikan dispensasi
kawin dengan alasan mendesak, yang didasarkan pada Pasal 7 ayat 2
Undang-Undang tersebut. Dalam perspektif sadd al-dzari'ah,
pemberian dispensasi kawin dianggap tepat untuk mencegah maksiat,
meskipun dapat berisiko bagi keharmonisan rumah tangga di masa
depan. Penelitian ini relevan dengan penelitian kami karena menyoroti
bagaimana hakim dalam praktiknya menggunakan pertimbangan

hukum dan ijtihad dalam menangani kasus dispensasi nikah.

5. Muh Badrani dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16

7 Fifit Umul Naila, Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No16
Th 2019 PERUBAHAN ATAS UU No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas
Hukum Dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara
Bulian), 2023.
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Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah Dan Implikasinya Dalam
Perspektif Magashid Syariah (Studi Kasus Di Kua Kokap Kulon
Progo)”*® pada tahun 2024. Penelitian ini membahas implementasi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal
perkawinan di KUA Kapanewon Kokap dan implikasinya dalam
perspektif magashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perubahan batas usia nikah menjadi 19 tahun bertujuan untuk
melindungi hak anak, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, dan
KUA Kapanewon

mencegah masalah kesehatan. Di Kokap,

implementasi UU ini telah efektif dengan menurunnya kasus
pernikahan dini dalam tiga tahun terakhir. Meskipun pernikahan dini sah
secara figh, hal ini tidak sejalan dengan magashid syariah karena dapat
mengabaikan tujuan perkawinan yang ideal, yakni sakinah mawaddah
warahmah. Penelitian ini relevan dengan penelitian kami karena sama-sama
menyoroti implementasi hukum terkait perkawinan dini dan peran hakim atau

lembaga terkait dalam mengawasi penerapannya.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama
dan .
No tahun Judul Penelitian Persamaan perbedaan
peneliti
Ahmad Diskresi Hakim Kedua penelitian | Objek penelitian
ZUlfi Terhadap Asas memiliki membandingkan
1. Aufar Kepentingan kesamaan dalam praktik di dua
(20223 Terbaik Bagi Anak | membahas peran | pengadilan, yaitu
Dalam Penetapan hakim dalam Pengadilan

18 Program Studi et al., “Implemetasi Undang-Undang Nmor 16 Tahun 2019 Tentang
Pembatasan Usia Nikah Dan Implikasinya Dalam Perspektif Maqosid Sya’riah (Studi Kasus Di
KUA Kokap Kulon Progo),” 2024.
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Dispensasi Kawin
(Studi Penetapan
pada Pengadilan

Agama Tuban dan

Pengadilan Agama

perkara
dispensasi nikah

Agama Tuban
dan Bondowoso,
sedangkan
proposal kami
mengambil case

Bondowoso Tahun di Pengadilan
2022 Agama
Bondowoso.
Fokusnya
berbeda yaitu
pelaksanaan
dispensasi
kawin di Kota
Semarang dan
Kedua penelitian kendala yang
sama membahas ada, serrllekntarg
dispensasi kawin Fergiﬁloigkusaml
Efektivitas sebagai upaya ada iitihad
Pelaksanaan untuk menekan Eakimj di
Dispensasi Kawin | angka perceraian .
Nur . : Pengadilan
Sebagai Upaya pada pernikahan
Ikchsan, L. Agama
Menekan Angka | dini. Kedua sama-
(2022) . : Bondowoso.
Perceraian Pada sama menyoroti Kemudian
Perkawinan Dini Di hakim dalam endekatannva
Kota Semarang memutuskan Pu 2 berbe day
dispensasi kawin Jug i
dan dampak pfnhe tian
sosial yang timbul xehsan
menggunakan
yuridis
sosiologis,
sedangkan
proposal kami
menggunakan
Sadd alDzari'ah
Objek penelitian
. Kedua penelitian berbeda
Peran Hakim o
Nur . membahas peran penelitian Nur
: Pengadilan Agama : : .
Halimatus hakim dalam Halimatus di
1 Kraksaan Dalam .
Sa’diyah T menangani Kraksan
Meminimalisir : . .
dkk, . . pernikahan usia sedangkan kami
Perkawinan Usia - ;
(2023) Dini dini melalui surat yang
dispensasi nikah. diterapkan di
Bondowoso
Fifit Pemberian Sama membahas | Fokusnya berbeda
Umul Dispensasi Kawin penerapan penelitan Fifit
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Naila, Pasca Berlakunya dispensasi nikah fokus pada
(2023) Undang-Undang dan peran hakim efektivitas
Nomor 16 Tahun kemudian sama Undang-Undang
2019 Perubahan menggunakan Nomor 16 Tahun
Atas Undang- pendekatan teori 2019 sementara
Undang Nomor 1 sadd al-dzari‘ah proposal kami
Tahun 1974 Tentang lebih
Perkawinan Menurut menitikberatkan
Teori Efektivitas pada ijtihad
Hukum Dan Sadd hakim. kemudian
Al-Dzariah (Studi Penelitian Fifit
Perkara Dispensasi menggunakan
Kawin Di metode sosiologis
Pengadilan Agama normatif,
Muara Bulian) sedangkan
proposal kami
menganalisis
menngunakan
sadd al-dzari'ah..

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masalah pernikahan usia
dini dan dispensasi nikah tetap menjadi isu krusial dalam hukum keluarga di
Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bertujuan
melindungi anak dengan menetapkan batas usia minimal perkawinan, praktik
di lapangan menunjukkan bahwa dispensasi nikah masih banyak diajukan,
sering kali dengan alasan mendesak. Beberapa penelitian juga menunjukkan
bahwa hakim memainkan peran penting dalam mempertimbangkan
kepentingan terbaik anak melalui pendekatan seperti Sadd al-Dzari'ah.

Proposal penelitian ini sangat relevan dengan penelitian terdahulu
karena fokus pada peran hakim dalam mencegah perceraian dini melalui
dispensasi nikah, yang juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari
pernikahan usia dini. Kami menekankan pada penerapan teori Sadd al-

Dzari'ah untuk mencegah kerusakan, yang merupakan kesamaan dengan
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penelitian sebelumnya, namun lebih fokus pada aspek perceraian dini.
Penelitian ini berkontribusi untuk memperdalam pemahaman tentang
penerapan hukum progresif dalam menangani pernikahan dini dan perceraian
di Indonesia.

Selain itu Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap peran
ijtihad hakim dalam mengeluarkan surat pernyataan bagi pasangan dispensasi
nikah sebagai langkah preventif untuk mencegah perceraian dini. Pendekatan
ini dianalisis menggunakan teori Sadd al-Dzari‘ah, yang biasanya digunakan
dalam figh klasik, namun diterapkan secara progresif dalam konteks modern
hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga spesifik pada Pengadilan Agama
Bondowoso, memberikan data empiris yang relevan dengan fenomena
tingginya angka dispensasi nikah dan perceraian dini di Indonesia. Dengan
menggabungkan analisis normatif dan empiris, penelitian ini menawarkan
solusi praktis yang belum banyak dibahas, sekaligus memberikan kontribusi
terhadap kebijakan hukum Islam di Indonesia.

F. Definisi Operasional
1. ljtihad Hakim

Ijtihad Hakim adalah Proses penalaran atau usaha intelektual yang
dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara, berdasarkan pemahaman
hukum Islam, untuk menemukan solusi terbaik yang sesuai dengan prinsip
keadilan dan maslahat. Dalam konteks penelitian ini, ijtihad hakim merujuk
pada kemampuan hakim untuk menggunakan penalaran hukum berdasarkan

prinsip-prinsip Islam. Hakim tidak hanya berpatokan pada teks hukum



16

tertulis, tetapi juga mempertimbangkan maslahat dan kemudaratan saat
memutuskan kasus dispensasi nikah.

2. Surat Pernyataan Tidak Menceraikan

Surat Pernyataan Tidak Menceraikan adalah Dokumen resmi yang

dikeluarkan oleh hakim ketika proses persidangan sebagai bentuk
pertimbangan hukum kepada pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah,
dengan tujuan memberikan arahan khusus untuk menghindari perceraian dini.
Surat ini merupakan dokumen yang berisi arahan atau rekomendasi yang
diberikan hakim kepada pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah. Surat
ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam menjalani pernikahan agar
tidak berujung pada perceraian dini, misalnya nasihat terkait persiapan mental
dan tanggung jawab.

3. Pasangan Dispensasi Nikah

Pasangan Dispensasi nikah adalah Pasangan yang salah satu atau

keduanya belum mencapai usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, tetapi memperoleh izin menikah melalui proses
dispensasi di pengadilan agama. Pasangan ini terdiri dari pihak-pihak yang
usianya belum memenuhi ketentuan minimal (19 tahun) seperti yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.'° Dispensasi nikah diajukan
sebagai jalan keluar agar pernikahan mereka dapat tetap dilakukan secara sah.

4. Sadd al-Dzari‘ah

Sadd al-Dzari‘ah adalah Pendekatan dalam hukum Islam yang bertujuan

19 Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
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untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaratan melalui tindakan
preventif, yang digunakan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah
guna menghindari dampak negatif seperti perceraian dini. Konsep Sadd al-
Dzari'ah digunakan untuk mencegah kerusakan atau keburukan yang
mungkin terjadi di masa depan. Dalam konteks ini, hakim menggunakan
pendekatan ini untuk mempertimbangkan apakah pemberian dispensasi nikah
dapat mencegah masalah yang lebih besar, seperti hubungan di luar nikah atau

dampak sosial lainnya, sambil tetap berupaya menghindari perceraian dini.



BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

A. Ijtihad Hakim Dalam Hukum Islam

Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab "x=" yang berarti "pencurahan
segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan"%.
Secara singkat, ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh atau
kerja keras dan gigih untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks teknis,
Abdullahi Ahmed An-Na'im mendefinisikan ijtihad sebagai penggunaan
penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas masalah
ketika al-Quran dan al-Sunah tidak memberikan petunjuk.?® la juga
menekankan bahwa ijtihad telah memandu para ahli hukum dalam mencapai
kesimpulan bahwa konsensus masyarakat atau para ulama mengenai suatu
masalah harus dipertimbangkan sebagai salah satu sumber syari‘ah. Al-Qur'an
dan Sunah berfungsi sebagai dasar yang mendukung ijtihad sebagai sumber
syariah.

Secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli
ushul figh adalah: "ljtihad adalah pengarahan segala kemampuan oleh
seorang mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum
syariat."?> Pada pengertiannya ini, ijtihad memiliki fungsi mengeluarkan

(menggunakan istinbat) hukum syariat, sehingga ijtihad

20 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, 1997.

2L A L Hikmah et al., “Signifikasi Perangkat Ijtihad,” Al Hikmah Jurnal Studi Kelislaman 11,
no. September (2021).

22 Abdur Rahem, “Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern,” Islamuna: Jurnal Studi Islam
2, no. 2 (2015): 183-96, https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.661.
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tersebut tidak berlaku di lapangan teologi dan akhlak. Definisi ini
adalah yang dikenal oleh masyarakat luas.

Dalam Hukum Islam ruang lingkup ijtihad setidaknya terbagi dalam
dua kajian besar ; pertama, insiden yang memiliki nash tetapi tidak jelas atau
sempurna, yang disebut sebagai dzanni. Sifat dzanni ini mencakup dugaan
yang berasal dari segi riwayat maupun dalalahnya. Kedua, insiden yang sama
sekali tidak memiliki nash. Di sinilah para mujtahid dapat mencurahkan
seluruh kemampuan intelektual mereka untuk menemukan ketetapan hukum
sebagai solusi dan jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi umat.?®

Dalam hukum positif Indonesia, ijtihad hakim lebih dikenal dalam
kerangka diskresi atau kewenangan hakim dalam menafsirkan dan
menerapkan hukum. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.?*

Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya
berpijak pada peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga
mempertimbangkan aspek sosiologis dan nilai-nilai keadilan substantif.
Dalam praktiknya, hal ini membuka ruang ijtihad modern dalam konteks

peradilan nasional, terutama di lingkungan Peradilan Agama yang mengurusi

23 Susi Susanti, “Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap
Hukum Islam,” Al-Qisthu: Jurnal Kajian IImu-llmu Hukum 17, no. 1 (2019): 27,
https://doi.org/10.32694/010700.

24 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman,” 19 § (2009).



20

perkara keluarga Islam.?

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama dalam peradilan
agama juga tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menggunakan
pendekatan ijtihad dalam menyelesaikan perkara. Pasal 229 KHI
menyebutkan bahwa dalam hal tidak diatur dalam KHI, hakim dapat
menggunakan hukum Islam.?®

ljtihad hakim Pengadilan Agama merupakan hal yang sangat
diperlukan untuk bisa menghasilkan putusan-putusan baru yang sedang
dihadapi oleh para pencari hukum dan belum ada keterangan hukumnya pada
masa sebelumnya. ijtihad sebagaimana yang telah diterangkan di atas
merupakan usaha seorang mujtahid mengerahkan segenap kemampuannya
berupa intelektual secara maksimal untuk menghasilkan solusi hukum
masalah-masalah pada wilayah yang belum ada ketentuan hukumnya
baik dari al-Quran, Hadis Nabi Maupun Ijmak para sahabat dengan cara
menggali hukum dari al-Quran dan Hadis yang mana nilai kebenarannya
masih bersifat dzanni. ijtihad akan menghasilkan sebuah sistem atau tata
cara untuk menemukan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid, yang
dalam pembahasan ini yaitu hakim dalam berijtihad terhadap perkara-
perkara yang dihadapi masyarakat muslim sekarang ini dalam bidang
hukum perdata Islam.

Pemahaman hakim agama terhadap perkara-perkara yang diterima

25 Qusanti, “Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum
Islam.”

26 Perpustakaan Mahkamah Agung RI, “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Perpustakaan Mahkamah
Agung RI, 2003, 242.
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oleh Pengadilan Agama didasarkan pada interpretasi mereka terhadap al-
Quran dan Hadis Nabi sebagai sumber utama hukum Islam. Selain itu,
mereka juga mempertimbangkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia,
seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 14 Tahun
1970 tentang kekuasaan kehakiman, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang peradilan agama. Pemahaman ini akan semakin lengkap apabila
dikombinasikan dengan metode ijtihad yang sesuai dengan pokok
permasalahan yang dihadapi oleh para hakim Pengadilan Agama, sehingga
mereka dapat menghasilkan putusan berdasarkan hasil ijtihad dalam upaya
mengembangkan hukum Islam.
B. Dispensasi Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7
ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.?’ Perubahan ini
menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan
perempuan adalah 19 tahun. Aturan ini bertujuan melindungi hak anak dan
mencegah dampak negatif dari perkawinan usia dini, seperti gangguan
kesehatan, ketidaksiapan emosional, serta potensi perceraian dini. Namun,
Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang untuk dispensasi nikah bagi calon
mempelai yang belum mencapai usia tersebut. Dispensasi ini dapat diberikan

oleh pengadilan dengan alasan mendesak, yang harus didukung oleh bukti-

27 Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
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bukti kuat. Peran hakim dalam kasus ini menjadi sangat penting karena
keputusan dispensasi akan berdampak pada kehidupan individu yang
bersangkutan, keluarga, dan masyarakat.

Adapun yang menjadi landasan Hukum Positif tentang dispensasi nikah
adalah beberapa aturan sebagaimana berikut ; Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019
yang mengatur batas minimal usia perkawinan dan dispensasi yang hanya
dapat diberikan oleh pengadilan, kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 15% yang menjelaskan bahwa dispensasi nikah dapat diberikan jika ada
alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah dan yang terakhir adalah
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang
menerangkan tantang pentingnya melindungi hak anak, termasuk dari
dampak buruk pernikahan dini.?®

Dalam perspektif hukum Islam, dispensasi nikah tidak disebutkan
secara eksplisit, tetapi pernikahan anak pada dasarnya diperbolehkan jika
syarat dan rukun nikah terpenuhi. Dalam konteks figh klasik, tidak ada
batasan usia tertentu untuk menikah. Pernikahan sah apabila mempelai laki-
laki dan perempuan telah mencapai usia baligh menurut syariah, yang
ditandai oleh tanda-tanda fisik tertentu seperti haid atau ihtilam (mimpi
basah). Namun, pendekatan kontemporer dalam hukum Islam mulai
menekankan pentingnya mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dan

mafsadat (kerusakan) yang mungkin timbul dari perkawinan dini. Dispensasi

28 perpustakaan Mahkamah Agung RI, “Kompilasi Hukum Islam (KHI).”

29 RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak,
2014, 48.
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nikah dianggap sebagai langkah preventif dalam situasi tertentu, seperti untuk
menghindari hubungan di luar nikah dan menjaga nama baik keluarga.

Para ulama klasik, seperti dalam Mazhab Syafi’i, tidak menentukan usia
minimal pernikahan selama calon mempelai sudah baligh dan memenuhi
syarat. Pandangan ini sesuai dengan konteks sosial masyarakat tradisional,
sedangkan beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf Al-Qaradawi
menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan psikologis, fisik, dan
ekonomi pasangan untuk menikah. Mereka juga mendukung batas usia
pernikahan yang ditetapkan oleh negara untuk melindungi hak-hak anak.*

C. Kewenangan Hakim Dalam UU No. 48 Tahun 2009

Dalam sistem hukum di Indonesia, hakim menempati posisi yang
sangat strategis. la bukan hanya berfungsi sebagai pihak yang memutuskan
sengketa, tetapi juga sebagai pengawal nilai keadilan dalam masyarakat.>!
Setiap putusan hakim bukan sekadar menyelesaikan konflik hukum
antarindividu, melainkan juga memberi dampak sosial yang lebih luas.
Karena itu, kewenangan hakim tidak boleh dipahami secara sempit hanya
sebagai pelaksana aturan tertulis, tetapi harus dimaknai sebagai tanggung
jawab konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan.

Keberadaan hakim sering kali menjadi titik temu antara teks hukum

yang terbatas dengan kenyataan sosial yang dinamis. Banyak persoalan di

30 Achmad Al-Muhajir and Amrotus Soviah, “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Positif Di Indonesia,” Asa 5, no. 2 (2023): 34-61, https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75.

31 Sulityowati Irianto, “Problematika Hakim Dalam Organisasi Peradilan Dan Praktik,”
Komisiyudisial.Go.ld, 2017, 77.
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masyarakat muncul tanpa diatur secara jelas dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam situasi seperti itu, hakim tidak bisa berlindung di balik
alasan ketiadaan hukum. Hakim dituntut untuk melakukan ijtihad hukum atau
rechtsvinding, yakni menemukan dan membangun dasar hukum yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.*> Di sinilah pentingnya memahami
kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Kemerdekaan hakim dalam menafsirkan dan
menemukan hukum bukan berarti tanpa batas, melainkan dibingkai oleh
prinsip akuntabilitas, integritas, dan pertanggungjawaban yuridis.*®* Dengan
demikian, hakim diberikan ruang untuk berkreasi dalam putusannya, tetapi
tetap dalam koridor hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah
masyarakat.

Terdapat beberapa pasal penting dalam UU No. 48 Tahun 2009 yang
dapat dijadikan pijakan untuk memahami bagaimana kewenangan hakim

dijalankan. Pasal 5 ayat (1) menekankan kewajiban hakim untuk menggali

32 Rasji dan Harry Harmono, “Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam
Mewujudkan Keadilan Di Masyarakatthe Problems Of Judicial Decision Making By Judges To
Ensure Justice In Society,” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. 5, no. 10 (2025): 1—
15.

33 Diah Pudjiastuti, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di
Indonesia,” Res Nullius Law Journal 5, no. 2 (2023): 112-22,
https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430.
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nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat; Pasal 10 ayat (1) melarang hakim
menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas; dan Pasal 50 ayat (1)
mengatur agar setiap putusan disertai alasan dan dasar hukum yang jelas.
Ketiga ketentuan ini membentuk kerangka normatif yang memberikan
legitimasi bagi hakim untuk melakukan inovasi, termasuk dalam bentuk
kebijakan preventif seperti penerbitan surat pernyataan tidak menceraikan
pada perkara dispensasi nikah.

Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Ketentuan ini memberi pesan bahwa hukum bukanlah bangunan
kaku yang berhenti pada teks undang-undang. Hukum justru hidup dalam
masyarakat dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial. Hakim dalam hal
ini dituntut untuk menjadi fasilitator yang menerjemahkan nilai-nilai keadilan
masyarakat ke dalam putusannya. Satjipto Rahardjo mengajukan teori hukum
progresif yang menekankan bahwa hukum harus “membela manusia” dan
bukan sebaliknya. Dengan merujuk teori ini, kewajiban hakim menggali nilai
keadilan dapat dipandang sebagai instrumen agar hukum tetap responsif
terhadap problem riil masyarakat, seperti persoalan perkawinan anak dan
perceraian dini.*®

Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan

34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

35 H. Deni Nuryadi, “Hukum Progresif, Penerapan, Indonesia.,” Jurnal Ilmiah Hukum
De’Jure: Kajian [lmiah Hukum 1, no. 397-398 (2016).
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hukum tidak ada atau tidak jelas. Norma ini mengandung prinsip ius curia
novit, yakni hakim dianggap mengetahui hukum dan karenanya tidak boleh
melepaskan diri dari tanggung jawab menyelesaikan sengketa. Menurut
Sudikno Mertokusumo, larangan menolak perkara merupakan wujud
tanggung jawab hakim untuk menjaga keberlangsungan hukum. Dalam
kondisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum, hakim tetap dituntut
melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) agar tidak ada warga negara
yang kehilangan haknya atas keadilan.®® Konteks ini relevan dengan
dispensasi nikah, di mana undang-undang memang memberi celah, tetapi
tidak secara rinci mengatur upaya pencegahan perceraian dini. Di sinilah
hakim melakukan ijtihad dengan menerbitkan surat pernyataan tidak
menceraikan sebagai langkah antisipatif.

Pasal 50 ayat (1) kemudian mempertegas bahwa setiap putusan
pengadilan harus memuat alasan dan dasar hukum yang jelas serta
mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan.
Ketentuan ini memberi garis batas bahwa kebebasan hakim melakukan
inovasi hukum tidaklah tanpa koridor. Inovasi tersebut harus dapat
dipertanggungjawabkan secara rasional dan yuridis. Bagir Manan
menekankan bahwa putusan hakim tidak hanya berfungsi menyelesaikan
perkara, tetapi juga sebagai sarana penciptaan hukum (law making

function).3” Artinya, putusan hakim yang memiliki alasan dan dasar hukum

36 Tri Rahayu Utami and Aditya Yuli Sulistyawan, “Urgensi Penalaran Dalam Argumentasi
Hukum Guna Mengembangkan Pemikiran Hukum Yang Komprehensif,” CREPIDO, 2019,
https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.32-39.

37 Nuryadi, “Hukum Progresif, Penerapan, Indonesia.”
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yang kuat dapat menjadi rujukan baru dalam praktik peradilan dan mengisi
kekosongan hukum yang ada.

Bila ketiga pasal tersebut dibaca secara integral, maka jelas bahwa UU
No. 48 Tahun 2009 memberikan ruang yang sah bagi hakim untuk melakukan
penemuan hukum yang kontekstual, sekaligus menuntut akuntabilitas agar
inovasi itu tidak keluar dari prinsip hukum dan keadilan. Dalam konteks
dispensasi nikah, langkah hakim yang mengeluarkan surat pernyataan tidak
menceraikan bukanlah bentuk pelampauan kewenangan, melainkan
pelaksanaan nyata dari amanat undang-undang: menggali nilai hukum, tidak
menolak perkara meskipun aturan tertulis tidak lengkap, dan memberikan
putusan dengan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kerangka ini, hakim tidak hanya menjalankan fungsi yudisial
semata, tetapi juga memainkan peran sosial dalam menjaga keutuhan
keluarga dan melindungi anak dari dampak buruk perceraian dini. Hal ini
sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif yang
menekankan keberpihakan pada kemaslahatan manusia, sekaligus
mengukuhkan posisi hakim sebagai subjek aktif dalam perkembangan hukum
di Indonesia.

Sadd al-Dzari’ah
1.  Pengertian

Segala bentuk tindakan manusia, baik dalam bentuk ucapan maupun

perbuatan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, termasuk

pula dalam ranah hukum pidana dan perdata seperti akad dan pengelolaan,
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telah memiliki ketentuan tersendiri dalam syariat Islam. Sebagian dari
ketentuan tersebut telah dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an dan
Hadis, sementara sebagian lainnya masih bersifat umum atau belum dirinci.
Oleh karena itu, dalam hal-hal yang belum dijelaskan secara detail, para
ulama memiliki peran penting untuk melakukan ijtihad guna merumuskan
hukum dan memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang muncul
dalam kehidupan umat.*

Ketentuan-ketentuan syariat yang mengatur perilaku manusia, baik
dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, bersumber dari teks-teks yang
terdapat dalam syariat Islam atau melalui proses istinbat dari dalil-dalil yang
tidak memiliki nash secara langsung. Seluruh hasil penggalian hukum
tersebut kemudian terhimpun dan menjadi bagian dari kodifikasi ilmu fikih.*

Salah satu pendekatan dalam penetapan hukum yang dikembangkan
oleh para ulama adalah metode Saddu adz-Dzari'ah dan Fath adz-Dzari'ah.*
Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan munculnya dampak
buruk dari suatu tindakan. Metode ini merupakan bagian dari khazanah
intelektual Islam yang khas, dan tidak ditemukan dalam sistem keagamaan
lain. Agama Islam memiliki sistem hukum yang terstruktur dan

terdokumentasi dengan baik melalui berbagai literatur. Dalam Islam, salah

3 Abidin Nurdin et al., “Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan

Kaidah Fighiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga,” El-Usrah, 2022,
https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665.

39 Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid, “Hukum Positif Dan Hukum

Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam,”
Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah 3, no. 1 (2023): 1-22.

40 Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, n.d.).
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satu tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan
mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, apabila suatu
perbuatan dinilai berpotensi membawa kerugian meskipun belum terjadi,
maka tindakan yang dapat menjadi jalan menuju kerusakan tersebut akan
dilarang.

Zarai’ adalah bentuk jamak dari Zar’ah, yang memiliki beberapa
makna secara etimologis. Kata ini berasal dari akar kata zara’a (¢ _3), yang
berarti berkelanjutan dan bergerak.*' Zari’ah juga berkaitan dengan istilah
zira’ yang merujuk pada jarak antara siku tangan hingga ujung jari tengah.
Istilah ini mengacu pada perantara atau jalan menuju tujuan tertentu. Makna
lainnya mencakup jalan untuk mencapai sesuatu atau sebagai sebab untuk
mencapai hal lain. Dalam konteks ini, jalan dan sebab tersebut bersifat umum,
tanpa mempertimbangkan apakah jalan tersebut diperbolehkan atau tidak.

Secara istilah Zari’ah identik dengan wasilah atau pelantara.*?

V25 Ay a5 Ll ja o PO S 31 s o8 4 (a i e US o 4y )0
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Dzari'ah adalah segala sesuatu yang menjadi perantara atau jalan
menuju suatu tujuan, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dalam
konteks ini, dzari'ah mencakup sarana yang dapat mengarah kepada
kemaslahatan atau kerusakan. Dzari'ah juga berfungsi untuk mencegah dan
menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana menuju keharaman, demi

menjaga masyarakat dari kerusakan dan bahaya.

41 Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab.
42 \Wahbah_Zuhaili., Ushul_Figh_Al_lslami_, Dar Al Fikr (Dar Al-Fikr, 1986).873
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Ketentuan hukum zari’ah mengikuti ketentuan hukum tujuannya. Jika
tujuannya adalah mubah, maka perantaranya juga mubah. Jika tujuannya
haram, maka hukum perantaranya juga haram. Jika tujuannya wajib, maka
hukum perantaranya juga wajib. Jika tujuannya sunah, maka hukum
perantaranya juga sunah. Jika tujuannya makruh, maka hukum perantaranya
juga makruh.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zari’ah terbagi
menjadi dua jenis: zari’ah yang mengarah kepada kebaikan, yang disebut
dengan fath zari’ah, dan Zari’ah yang mengarah kepada keburukan, yang
dikenal sebagai Sad az-Zarai’. Menurut Imam Ghazali, pintu untuk ZarT’ah
yang baik harus dibuka lebar-lebar, sementara pintu untuk zari’ah yang buruk
harus ditutup rapat-rapat.

2.  Dasar Hukum
a)  Suratal-An’am: 108%
selae 51 QOGS A e 5 155 @058 41 030 (e (305 0l 155 Y
O3l 1518 Ly 22508 agan 2 i N

Artinya : Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan
melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap
umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat
kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang
telah mereka kerjakan.

Pada dasarnya, tidak ada larangan untuk memaki berhala (sembahan

kaum musyrik) atau bahkan menghancurkannya, seperti yang dilakukan oleh

43 Badan Litbang Diklat Kementrian Agama RI, “Al Qur’an Dan Terjemahannya,”
Kementerian Agama Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi 2019.Pdf 11, no. 1 (2019): 1-14.
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Nabi Ibrahim AS. Namun, karena hampir dipastikan bahwa mereka akan
membalas dengan memaki Allah, bahkan dengan kata-kata yang lebih kasar,
maka Allah melarang tindakan tersebut untuk mencegah dzari‘ah yang dapat
menyebabkan kaum musyrik menghina-Nya.
b)  Surat An-Nur : 31%
R & st 3l Ll laas 1 1) 1585857 0§ On i W sl Gl i 503 ¥
Artinya ; Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua
kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
Sebenarnya, perempuan diperbolehkan untuk menghentakkan kaki,
namun karena tindakan tersebut dapat mengungkapkan perhiasan yang
tersembunyi dan menimbulkan rangsangan bagi orang yang mendengarnya,
maka menghentakkan kaki menjadi terlarang.
c) Hadits Nabi
DR e ) iy adle 20 T 0 055 08 08 gl 40 Gpmy 5 pae o Y e e
JA G 3550 g 6 4l 5 3450 Galh a5 Y L g O a3 3450 Gl ¢ s

e 58 %
44l Sy sl Culd

Artinya ; Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua
orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki
melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci
maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci
maki ayah dan ibu lelaki tersebut.”

4 Diklat Kementrian Agama RI.
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Hadis ini dijadikan oleh Imam Syatibi sebagai salah satu dasar hukum
bagi konsep sadd dzari'ah. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh ahli
fikih dari Spanyol itu, dugaan (zan) dapat digunakan sebagai landasan untuk
penetapan hukum dalam konteks sadd dzari'ah.

d) Kaidah Fikih

Cgua;j\ B 31 i g

Artinya : Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan
daripada meraih kebaikan (maslahah).”

Ini merupakan kaidah dasar (asasi) yang mencakup berbagai
masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lainnya juga berlandaskan
pada kaidah ini. Oleh karena itu, implementasi zarT’ah dapat merujuk kepada
kaidah ini. Hal ini dapat dipahami, karena dalam zarT’ah terdapat elemen
mafsadah yang perlu dihindari serta elemen maslahah yang harus dicapai.

3.  Klasifikasi dan Implementasi Saad Dzari’ah

Pandangan para ulama mengenai pembagian sadd dzari‘ah
bervariasi. Secara umum, sadd dzari'ah dapat dibagi menjadi tiga kategori,
yaitu:*

a)  Sesuatu yang telah disepakati tidak diharamkan, meskipun
dapat menjadi jalan atau sarana terjadinya perbuatan yang
diharamkan. Contohnya adalah menanam anggur,
meskipun ada kemungkinan digunakan untuk membuat

minuman keras, atau hidup bertetangga meskipun ada

45 Wahbah_Zuhaili., Ushul_Figh_Al_lslami_.
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kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

b)  Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci
maki berhala bagi orang yang mengetahui atau yakin bahwa
penyembah berhala tersebut akan membalas dengan
mencaci maki Allah secara langsung. Contoh lainnya
adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang
yang mengetahui bahwa jalan tersebut sering dilalui dan
dapat membahayakan orang lain.

c) Sesuatu yang masih menjadi perdebatan apakah dilarang
atau diperbolehkan, seperti melihat wanita karena dapat
menjadi jalan terjadinya perbuatan zina, atau perdagangan
berjangka karena khawatir mengandung unsur riba.

Untuk memperjelas, sumber penetapan hukum ini terbagi menjadi
dua, yaitu:*

a) Magasid (tujuan/sasaran), yang mencakup hal-hal yang
mengandung maslahah atau mafsadah.

b)  Wasail (perantara), yang merupakan jalan atau sarana yang
mengarah kepada magasid, di mana hukumnya mengikuti
hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (magasid),
baik itu halal maupun haram.

Kemudian untuk bisa mengimplementsaikan Sadd D:zari’ah

46 dkk Saefullah Ma’shum, Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh, Terjemah (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2005).
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terhadap suatu perkara maka diperlukan tiga syarat yang harus dipenuhi ;*’
a)  Perbuatan yang dilakukan jelas-jelas membawa kepada
kemafsadatan.
b)  Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan
c) Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan,
kemafsadatan lebih banyak.

Terdapat perbedaan dalam struktur kalimat pada poin kedua dan
ketiga, namun pada dasarnya, syarat-syarat pertama hingga ketiga saling
menguatkan dan tidak berdiri sendiri. Dengan demikian, ketiga syarat
tersebut dapat disimpulkan menjadi satu makna, yaitu suatu perbuatan yang
pada asalnya dibolehkan, tetapi nilai kemafsadatan yang mungkin timbul
lebih besar daripada maslahahnya, dan sebaliknya.

Mengenai ukuran kemaslahatan, terdapat ungkapan maslahah al-
syariah yang menegaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk kebaikan dan
kemaslahatan manusia. Memahami Tuhan, agama, dan syariat berarti
meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yang mendatangkan
kebaikan dan kemaslahatan adalah perintah agama dan merupakan tujuan
syariat. Ungkapan maslahah al-syariah bukan sekadar kesimpulan logika atau
hasil dari prinsip itu, melainkan diungkapkan dan ditunjukkan oleh teks itu
sendiri.

Sementara itu, ukuran kemafsadatan adalah sebaliknya; ketika

seseorang tidak memahami Tuhan, agama, dan syariat, ia berisiko terjerumus

47 Wirdatul Jannah, “Ekstostensi Sadd Al- Dzariah Sebagai Landasan Hukum,” ICSIS
Proceedings VII, no. 1 (2023): 54-66.
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ke dalam keburukan. Perbuatan yang tidak didasari oleh keimanan kepada

Allah sering kali berujung pada hal-hal yang buruk.
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E. Kerangka Pemikiran

KERANGKA PEMIKIRAN
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris.*® Penelitian
ini berfokus pada analisis dan kajian mengenai penerapan hukum di tengah
masyarakat, sehingga harapannya dengan menggunakan penelitian ini
peneliti dapat memahami secara mendalam praktik hukum yang terjadi di
Pengadilan Agama Bondowoso terkait ijtihad hakim dalam memberikan surat
pernyataan kepada pasangan dispensasi nikah. Fokus penelitian ini bukan
hanya pada data angka atau statistik, tetapi lebih pada pemahaman tentang
proses hukum dan pertimbangan hakim dalam mencegah perceraian dini.
Dalam penelitian hukum empiris, terdapat tiga jenis pendekatan utama,
yaitu pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan
untuk menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul ketika suatu sistem
norma diterapkan di masyarakat. Pendekatan ini memandang perilaku
masyarakat sebagai sesuatu yang konsisten, telah terlembagakan, dan
memperoleh legitimasi secara sosial.*
Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini digunakan untuk

memahami bagaimana kebijakan hakim berupa surat pernyataan bagi

8 Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan
limu Hukum Di Indonesia, Soumatera Law Review, vol. 1, 2018,
https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1il.3346.

49 A, Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, 2015.
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pasangan dispensasi nikah diterima dan berfungsi di masyarakat. Pendekatan
ini membantu menganalisis respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut,
apakah mereka mematuhinya dan bagaimana surat pernyataan itu
memengaruhi perilaku pasangan dalam mencegah perceraian dini. Selain itu,
pendekatan ini juga melihat sejauh mana surat pernyataan tersebut dianggap
sah dan diterima secara sosial. Dengan menghubungkan norma hukum
dengan praktik sosial, penelitian ini mengevaluasi faktor-faktor seperti
budaya, pendidikan, dan ekonomi yang memengaruhi keberhasilan kebijakan
tersebut. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya fokus pada hukum secara
formal, tetapi juga dampaknya dalam kehidupan nyata masyarakat.
Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil latar di Pengadilan Agama Kabupaten
Bondowoso yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.01, Kali
Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh beberapa alasan, yang pertama
adalah Ketersediaan Data Primer, salah satu Hakim di Pengadilan Agama
Bondowoso mengeluarkan surat penyataan ketika mengurus perkara
Dispensasi nikah. Kedua, Ketersediaan Informan, peneliti telah memiliki
akses atau jaringan yang baik dengan pihak-pihak yang relevan di Pengadilan
Agama Bondowoso, seperti hakim, pegawai pengadilan, atau pihak terkait
lainnya, yang dapat memberikan wawasan yang berharga untuk penelitian.

Dengan mempertimbangkan alasan-alasan di atas, Pengadilan Agama

Bondowoso menjadi pilihan yang sesuai untuk penelitian ini karena memberikan
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akses yang baik terhadap data dan informasi yang diperlukan serta
memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks spesifik
yang menjadi fokus peneliti.
Data dan Sumber Data Penelitian
Data adalah hasil dari observasi atau pengukuran yang dicatat untuk
tujuan tertentu.® Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah
informasi dari Hakim yang mengeluarkan Surat pernyataan di Pengadilan
Agama Bondowoso, baik dalam bentuk verbal, dokumen-dokumen terkait,
maupun data lainnya, yang kemudian akan dianalisis untuk memperoleh hasil
yang sesuai dengan tujuan penelitian, sebagai fakta, keterangan atau bahan
dasar dalam menyusun hipotesis.
Secara umum data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain
ialah:
1. Surat pernyataan tidak menceraikan
2. Penjelasan Hakim yang mengeluarkan surat pernyataan tidak
menceraikan
3. Penjelasanp pihak yang menandatangani surat pernyataan tidak
menceraikan
4. Teori Sadd Dzari’ah
5. Data pendukung lainnya
Data-data diatas akan diperoleh dari masing-masing sumbernya dengan

cara pengambilan data yang sesuai dengan jenis masing-masing data diatas,

%0 Maulida, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian,” Darussalam, 2020.



40

baik yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam penyusunan
penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber untuk pengumpulan
datanya;

1.  Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti secara langsung
dari sumbernya. Data ini dianggap sebagai data asli atau baru dan
mencerminkan keadaan terkini.°! Peneliti mendapatkan data ini dari
wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso khususnya
Hakim yang mengeluarkan surat pernyataan dispensasi dan pihak yang
menandatangain surat pernyatan dispensasi.

Dalam proses mendapatkan data primer ini peneliti akan terlebih dahulu
menentukan informan yang dinilai dapat memberikan data yang sesuai
dengan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan kriteria
atau pertimbangan khusus.>? Informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang
diyakini memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan informasi
yang dibutuhkan oleh peneliti.

Mengacu pada tujuan dari penelitian ini, informan yang diperlukan
untuk memperoleh sumber data primer adalah sebagai berikut :

a)  Pengadilan Agama Bondowoso

Sebagai lembaga utama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan

1 MM Choirul Umam, S.I.Kom., Dr. Mahargyantari Purwani Dewi, and DKk, “Metodologi
Penelitian Kualitatif,” 1967.

52 Jailani et al., “Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci
(Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis,” Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 3 (2023): 26320-32.
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kabupaten Bondowoso dibidang perdata islam seperti pengajuan
dispensasi nikah dan perceraian, informasi dari Mohammad Huda
Najaya, M.H. sebagai hakim yang mengeluarkan surat pernyataan
dispensasi menjadi salah satu sumber data primer yang penting dalam
penelitian ini.
b)  Pihak yang menandatangani Surat Pernyataan Tidak menceraikan
Pihak yang menandatangani surat pernyataan merupakan
narasumber yang penting untuk juga dimintai keterangan mengenai
tanggapan dan pendapatnya terkait surat tersebut, karena bagaimanapun
mereka adalah obyek dari surat tersebut. Sehingga keterangan yang
didapat oleh peneliti menjadi sempurna tidak hanya subyektif dari
pandangan orang yang mengeluarkan surat yaitu hakim tapi juga dari
pihak yang menandatangani. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai
pasangan Moch. Hasan Basri dan Riska, Wahyudiono dan Hoddafiyah
serta Khoirul Anshori dan Yunita Agustin.
2.  Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pelengkap dalam suatu penelitian.>®
Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup semua data selain
pernyataan verbal dan tindakan dari informan, yaitu data tertulis seperti
dokumen-dokumen pengajuan dispensasi nikah, surat pernyataan, buku,
jurnal, artikel ilmiah terkait ijtihad, Sadd al-Dzari’ah, dispensasi nikah, dan

perceraian dini serta serta data-data yang terkait dengan itu semua. Selain itu,

%3 Maulida, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian.”
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data sekunder juga bisa berasal dari arsip, dokumen pribadi atau berbagai
sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan surat
pernyataan dispensasi.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk
mengambil, merekam, atau mengeksplorasi data.>* Dalam proses
pengumpulan data penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan langsung ke
Pengadilan Agama Bondowoso untuk menanyakan secara langsung
bagaimana praktik ijtihad hakim dalam mengeluarkan surat pernyataan bagi
pasangan dispensasi nikah. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik
utama: wawancara dan dokumentasi, yang mana keduanya saling
melengkapi.*®
1.  Wawancara
wawancara mendalam dilakukan kepada hakim yang memiliki
wewenang dalam menangani permohonan dispensasi nikah
khususnya kepada Mohammad Huda Najaya, M.H yang
mengeluarkan surat pernyataan. Wawancara ini dilakukan secara
semi-terstruktur agar tetap fokus namun tetap memungkinkan
eksplorasi terhadap aspek-aspek yang mungkin belum tertangkap
dalam pedoman pertanyaan awal. Peneliti mengajukan

pertanyaan mengenai latar belakang dikeluarkannya surat

54 Sofwatillah et al., “Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian
Ilmiah,” Journal Genta Mulia 15, no. 2 (2024): 79-91.

%5 Faisal Ananda Arfa Watni Marpaung Dan, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Prenada
Media Group, vol. 11, 2019.
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pernyataan, dasar pertimbangan hakim, bentuk isi surat, serta
tujuan yang ingin dicapai melalui dokumen tersebut.
2. Dokumentasi
Dalam tahap ini peneliti jJuga mengumpulkan data dokumentasi
berupa salinan surat pernyataan yang telah digunakan dalam
beberapa kasus dispensasi nikah, serta beberapa salinan putusan
pengadilan yang memuat rujukan terhadap surat tersebut. Selain
itu, peneliti menelaah dokumen hukum seperti PERMA No. 5
Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan UU No. 1
Tahun 1974 sebagai dasar perbandingan antara praktik di
lapangan dan regulasi yang ada. Dokumen-dokumen ini menjadi
bahan analisis penting dalam mengkaji sejauh mana ijtihad hakim
ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika Islam.
Selama proses pengumpulan data, peneliti berupaya menjaga
objektivitas dan ketelitian dalam mencatat setiap hasil wawancara, tangkapan
observasi, serta kutipan dari dokumen. Data-data yang diperoleh kemudian
dikaji dan dianalisis dalam kerangka teori Sadd al-Dzari’ah, untuk menilai
relevansi dan efektivitas surat pernyataan tersebut dalam upaya pencegahan
perceraian dini.
Metode Pengolahan Data
Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan secara sistematis guna
memperoleh hasil analisis yang akurat dan mendalam terkait praktik ijtihad

hakim dalam mengeluarkan surat pernyataan tidak menceraikan bagi
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pasangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso, ditinjau dari
perspektif sadd al-dzari’ah. Proses pengolahan data ini terdiri dari empat
tahapan utama, yaitu validasi data, klasifikasi data, analisis data, dan
penarikan kesimpulan.
1. Validasi data

Pada proses validasi data, data yang diperoleh dari berbagai sumber,
baik berupa hasil wawancara dengan hakim dan pasangan yang
menandatangani surat, serta dokumen resmi dari Pengadilan Agama
Bondowoso, terlebih dahulu diverifikasi keasliannya. Validasi dilakukan
melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai
sumber untuk menguji konsistensi dan keabsahan data.®® Informasi yang
diperoleh dari wawancara dikonfirmasi dengan data tertulis, seperti salinan
surat pernyataan, putusan dispensasi nikah, dan dokumen statistik
pengadilan. Selain itu, validasi juga dilakukan dengan cara cross-check yaitu
membandingkan keterangan antar narasumber untuk memastikan bahwa data
yang diperoleh tidak saling bertentangan dan mencerminkan realitas yang
sebenarnya.
2. Klasifikasi data

Kemudian dalam mengklasifikasi data, data yang telah dikumpulkan
dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan fungsinya dalam mendukung

analisis. Dalam konteks penelitian ini, klasifikasi dilakukan ke dalam tiga

% Putri Alfia Wardatun and M Jadid Khadavi, “Triangulasi Data Dalam Analisis Data
Kualitatif,” TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam 8, no. 1 (2025): 107-21,
https://doi.org/10.52166/talim.v8i1.8019.
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kategori utama. Pertama, data normatif, yaitu data yang bersumber dari
literatur berupa buku, jurnal, Undang-Undang yang membahas konsep
ijtihad, peran hakim dalam menetapkan hukum, serta prinsip sadd al-
dzari’ah. Kedua, data empirik, yaitu informasi hasil wawancara dan
dokumentasi langsung dari Pengadilan Agama Bondowoso. Ketiga, data
pendukung, yang berupa data statistik mengenai jumlah perkara dispensasi
nikah dan tingkat perceraian dini di wilayah Bondowoso dalam beberapa
tahun terakhir.
3. Analisis data

Analisis merupakan proses menyederhanakan data sehingga menjadi
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.>’ Dalam peneliltian ini analisis
dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif dan
sosiologis. Dalam tahap ini, data yang telah diklasifikasi dianalisis untuk
melihat bagaimana surat pernyataan yang dikeluarkan hakim dalam perkara
dispensasi nikah dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad. Peneliti menelaah
dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim, baik secara normatif
(dalil-dalil syar’i dan prinsip maqashid al- syari’ah) dan undang-undang
maupun secara praktis (konteks sosial dan hukum lokal). Selain itu, analisis
dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik ini dapat dikaitkan dengan
konsep sadd al-dzari’ah.5®

4. Kesimpulan

57 Sofwatillah et al., “Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian
Ilmiah.”
%8 Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan.
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Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian
ini adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data
yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penyusunan kesimpulan ini bertujuan
untuk memberikan jawaban yang sistematis dan argumentatif atas rumusan
masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian. Kesimpulan tidak hanya
merangkum temuan utama, tetapi juga memberikan gambaran utuh
mengenai relevansi antara data empiris dan kerangka teori yang digunakan.
Dengan demikian, bagian ini menjadi penentu akhir dalam menjawab tujuan
penelitian sekaligus menyampaikan kontribusi ilmiah yang dapat ditarik dari

kajian yang telah dilakukan.
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BAB IV

PAPARAN DATA

Gambaran Umum Pengadilan Agama Bondowoso

1.

Profil

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan salah satu lembaga
peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang berada di bawah
naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara kelembagaan,
Pengadilan Agama Bondowoso termasuk dalam kategori Pengadilan
Agama Kelas | A, dan memiliki yurisdiksi di bawah Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya.

Pembentukan dan keberadaan Pengadilan Agama Bondowoso memiliki
dasar hukum yang kuat, yakni berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor
152 jo. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610, serta Surat
Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952 yang
menegaskan pembentukan Pengadilan Agama di berbagai daerah, termasuk
di Bondowoso. Lebih lanjut, peningkatan status kelembagaan Pengadilan
Agama Bondowoso menjadi Kelas | A ditetapkan melalui Keputusan
Sekretaris  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia ~ Nomor
813/SEK/SK/VI1/2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas
Pengadilan Agama Bondowoso.

Pada awal berdirinya, kantor Pengadilan Agama Bondowoso beralamat
di Jalan Santawi No. 94-A, Kelurahan Tamansari, Bondowoso. Namun,

sejak tanggal 11 Desember 2019, seiring dengan peresmian
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gedung baru oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kantor
Pengadilan Agama Bondowoso resmi pindah ke alamat baru di Jalan Jaksa
Agung Suprapto No. 1, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso,
Kabupaten Bondowoso. Gedung baru ini dibangun untuk menunjang
efektivitas pelayanan peradilan, serta meningkatkan kenyamanan bagi
masyarakat pencari keadilan.

Secara administratif, wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso
meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso, yang merupakan salah
satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso terletak di
bagian timur Pulau Jawa dan termasuk kawasan yang dikenal dengan
sebutan Daerah Tapal Kuda. Luas wilayah Kabupaten Bondowoso
mencapai 1.560,10 km?, dengan koordinat geografis antara 113°48'10" —
113°4826" BT dan 7°50"10" — 7°56'41" LS.

Kabupaten Bondowoso memiliki kondisi geografis yang khas, diapit
oleh Pegunungan Kendeng Utara di sebelah timur dengan puncak-
puncaknya seperti Gunung Raung dan Gunung ljen, serta Pegunungan
Hyang di sebelah barat dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung
Krincing, dan Gunung Kilap. Di bagian utara terdapat Gunung Alas Sereh,
Gunung Biser, dan Gunung Bendusa. Letak geografis tersebut menjadikan
wilayah Bondowoso memiliki suhu udara yang relatif sejuk, berkisar antara
15,4°C hingga 25,1°C, yang merupakan karakteristik iklim pegunungan

tropis.
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Adapun batas-batas wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso
adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan wilayah hukum
Pengadilan Agama Situbondo, Sebelah timur berbatasan dengan Pengadilan
Agama Situbondo dan Pengadilan Agama Banyuwangi, Sebelah selatan
berbatasan dengan Pengadilan Agama Jember, dan Sebelah barat berbatasan
dengan Pengadilan Agama Situbondo dan Pengadilan Agama Kraksaan.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso secara administratif
mencakup 23 kecamatan, yaitu: Bondowoso, Binakal, Botolinggo, Cermee,
Curahdami, Grujugan, ljen, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan,
Pakem, Prajekan, Pujer, Sukosari, Sumberwringin, Tamankrocok,
Tamanan, Tapen, Tegalampel, Tenggarang, Tlogosari, Wonosari, dan
Wringin. Setiap kecamatan tersebut terdiri dari beberapa desa dengan
jumlah bervariasi, sehingga cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama
Bondowoso tergolong luas dan kompleks.

2. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Bondowoso
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan

mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan
Agama Bondowoso di wilayah hukum masing-masing; (vide:
Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang

No. 3 Tahun 2006);
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Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris,
dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang
No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta
terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-
Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim

Pengawas Bidang;

Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan
dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas
teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi
umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan
eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta
administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan
administrasi  umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama Bondowoso (Bidang Kepegawaian, Bidang

Keuangan dan Bidang Umum);

Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan
nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah

hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama;

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum,
riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung RI.  Nomor:
KMA/004/SK/11/1991.

Visi dan Misi

a. Visi : "Terwujudnya Pengadilan Agama Bondowoso yang
Agung”

b. Misi:

1)  Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bondowoso.

2)  Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada
Pencari Keadilan.

3)  Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama
Bondowoso.

4)  Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan

Agama Bondowoso.

Identifikasi Pengadilan Agama

a.

b.

Nama Kantor : Pengadilan Agama Bondowoso
Alamat : JI. Jaksa Agung Suprapto No. 1
Bondowoso 68211

Nama Kepala PA : Zainal Arifin, S.Ag., M.H.

NIP - 197102041998031004
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e.  Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

f. TMT : 28 Mei 2025

g. Alamat : Serdang Bedagai Sumatera Utara
h.  Email : pabondowoso@gmail.com

I. Jumlah Pegawai 135

Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Bondowoso

Masyarakat Kabupaten Bondowoso pada umumnya dikenal religius
dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional serta adat keislaman yang kuat.
Mayoritas penduduknya beragama Islam dan kehidupan sosialnya banyak
dipengaruhi oleh aktivitas keagamaan, baik yang berpusat di masjid maupun
di pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah.

Dalam konteks hukum keluarga, masyarakat Bondowoso memandang
perkawinan sebagai peristiwa sakral dan bernilai moral tinggi, yang tidak
hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Namun
demikian, fenomena pernikahan usia muda masih banyak ditemukan di
masyarakat, baik karena faktor ekonomi, pendidikan, maupun budaya.

Kondisi sosial tersebut menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi
Pengadilan Agama Bondowoso, terutama dalam menangani perkara
dispensasi nikah. Tidak jarang, hakim menghadapi situasi di mana pasangan
muda belum memiliki kesiapan mental dan ekonomi yang memadai untuk
membangun rumah tangga. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, hakim
Pengadilan Agama Bondowoso berupaya melakukan langkah-langkah

preventif, salah satunya melalui penerbitan surat pernyataan tidak
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menceraikan, sebagai bentuk komitmen moral dan sosial bagi pasangan
yang menikah melalui dispensasi.
B. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso
1. Jumlah dan Tren Perkara Dispensasi Nikah

Fenomena dispensasi nikah di Kabupaten Bondowoso mengalami
dinamika yang menarik dalam lima tahun terakhir, khususnya sejak masa
pandemi COVID-19 tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan
hakim dan pegawai Pengadilan Agama Bondowoso, diketahui bahwa tahun
2020 merupakan titik awal meningkatnya jumlah perkara dispensasi nikah.
Setidaknya ada 1077 kasus yang masuk kepengadilan agama bondowoso
dan 1045 kasus yang diputus.

Salah seorang hakim menceritakan bahwa pada masa pandemi, sistem
pembelajaran daring (online) membuat remaja memiliki waktu luang yang
lebih banyak dan pengawasan orang tua menjadi lebih longgar. Situasi
tersebut berdampak pada meningkatnya interaksi bebas antar lawan jenis di
usia sekolah.

“Pada masa pandemi dulu, jumlah permohonan dispensasi nikah naik
cukup tajam. Karena sekolah libur dan belajar dari rumah, anak-anak
banyak yang bergaul bebas, bahkan ada yang sampai menikah siri. Setelah
itu orang tuanya datang ke pengadilan untuk mengesahkan.”>®

Pegawai bagian kepaniteraan juga membenarkan bahwa tahun 2020—

2021 menjadi periode dengan lonjakan tertinggi perkara dispensasi nikah di

Bondowoso. Menurutnya, hampir setiap minggu ada perkara baru yang

%9 Huda, Wawancara, (Bondowoso 03 November 2025)
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masuk dengan alasan serupa, yakni anak sudah menjalin hubungan cukup
jauh dan orang tua merasa perlu segera menikahkan agar “tidak
menimbulkan aib.”

“Waktu corona itu banyak sekali yang datang. Alasannya hampir sama,
anaknya sudah pacaran lama, sudah terlalu dekat, akhirnya minta izin nikah
meski belum cukup umur.”®°

Melihat tingginya angka permohonan tersebut, Pengadilan Agama
Bondowoso kemudian berinisiatif melakukan terobosan administratif dan
edukatif dengan membuat program SIDIKA (Sistem Dispensasi Nikah)
pada tahun 2023. Program ini bertujuan untuk menertibkan tata laksana
permohonan dispensasi nikah sekaligus memberikan pendekatan
pembinaan dan edukasi bagi calon pasangan muda sebelum penetapan
diberikan oleh hakim.

Salah seorang hakim menjelaskan bahwa lahirnya program SIDIKA
merupakan bentuk respons kelembagaan terhadap situasi sosial masyarakat
yang masih kuat dipengaruhi budaya pernikahan usia muda. Melalui
SIDIKA, setiap permohonan dispensasi tidak hanya diperiksa secara formal,
tetapi juga dilengkapi dengan tahapan ujian kompetensi bagi calon pasangan
dengan standart kelulusan tertentu sehingga pasangan yang lulus ujian
kompetensi bisa melanjutkan proses beracara dispensasi nikah.5!

Materi ujian meliputi pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban
suami-istri, pendidikan anak, pengelolaan keuangan keluarga, dan dampak

psikologis pernikahan dini. Hasil ujian ini menjadi salah satu bahan

80 Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)
61 Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025 )
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pertimbangan hakim dalam memutus perkara.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak yang ingin menikah ini

benar-benar paham apa itu rumah tangga. Jadi ada sesi tanya jawab,

semacam ujian ringan, agar hakim bisa menilai mereka siap atau belum.”®?

Selain inovasi internal, Pengadilan Agama Bondowoso juga
memperkuat langkah pencegahan melalui kerja sama resmi (MoU) dengan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.
Kerja sama ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan usia muda
dengan mengintegrasikan rekomendasi dari instansi teknis sebagai syarat
tambahan dalam permohonan dispensasi.

“Kami bekerja sama dengan Pemkab, Dinas Sosial, dan Dinas
Kesehatan. Jadi sebelum masuk sidang, mereka harus bawa rekomendasi

dari dinas. Ini untuk memastikan mereka benar-benar siap dan tidak hanya

karena tekanan sosial atau faktor ekonomi.”%?

Dengan menerapkan program SIDIKA tersebut angka dispensasi nikah
di Pengadilan Agama Bondowoso menurun. Pada tahun 2023 ada 421 kasus
masuk dan 416 yang diputus, kemudian tahun 2024 227 kasus yang masuk
dan 219 yang diputus dan tahun 2025 sampai bulan oktober ada 125 kasus
yang masuk dan 120 yang putus, berdasrakan angka diatas perkara
dispensasi nikah menujukkan penurunan perkara yang signifikan.

Angka tersebut bisa kita lihat dalam gambar berikut yang peneliti
dapatkan ketika melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso

sekaligus wawancara kepada petugas Pengadilan Agama Bondowoso.

82 Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)
83 Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025 )



REKAPITULASI PERKARA MASUK DISPENSASI KAWIN

TAHUN 2020 - 2025

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
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TAHUN
NO| BULAN
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Januari 79 74 70 49 21 14
2 |Februari 73 71 42 53 11 11
3 |Maret 90 89 48 29 9 12
4 |April 37 59 30 26 14 12
5 |Mei 22 61 54 94 19 12
6 |Juni 171 163 121 69 30 7
7 |Juli 158 45 62 7 18 8
8 |Agustus 85 24 41 7 22 22
9 |September 88 46 44 12 21 12
10 |Oktober 89 73 87 20 21 15
11 |November 134 55 65 42 24
12 |Desember 51 71 54 13 17
TOTAL 1077 831 718 421 227 125
Bondowoso, 31 Oktober 2025

Mengetahui

Panitera

ttd

As'ari, S.H.

Gambar 4. 1 Rekapirulasi Perkara Masuk



REKAPITULASI PERKARA PUTUS DISPENSASI KAWIN

TAHUN 2020 - 2025

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

TAHUN
NO BULAN
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 |Januari 68 52 72 36 15 17
2 |Februari 57 67 42 53 13 12
3 |Maret 93 106 57 34 9 10
4 |April 53 56 30 26 10 10
5 |Mei 16 36 37 65 10 15
6 [Juni 124 160 118 94 32 6
7 |Juli 180 58 67 17 20 9
8 |Agustus 89 26 48 7 24 S
9 |September 76 33 41 6 22 19
10 |Oktober 88 66 65 19 19 13
11 [November 112 65 80 24 31
12 |Desember 89 61 59 35 14
TOTAL 1045 786 716 416 219 120
Mengetahui Bondowoso, 31 Oktober 2025

Gambar 4. 2 Rekapitulasi Perkara Putus

Panitera

ttd

As'ari, S.H.
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2. Alasan Dominan Pengajuan Dispensasi Nikah

Dari hasil wawancara dengan hakim, pegawai, dan pasangan dispensasi
nikah, diketahui bahwa alasan utama permohonan dispensasi nikah di
Bondowoso umumnya terbagi menjadi tiga:

1) Pertunangan usia muda dan tekanan sosial,
2) Pernikahan sirri sebelum cukup umur,
3) Kekhawatiran moral atau alasan religius.

Fenomena pertunangan usia muda menjadi salah satu faktor dominan
yang mendorong pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Bondowoso. Dalam budaya masyarakat setempat, pertunangan dipandang
sebagai ikatan sosial yang memiliki nilai kehormatan tinggi. Ketika
hubungan pertunangan berlangsung lama, tekanan sosial sering muncul baik
dari lingkungan keluarga besar maupun masyarakat sekitar.

Banyak orang tua merasa tidak nyaman ketika anaknya yang sudah
bertunangan belum juga dinikahkan, karena khawatir menimbulkan
gunjingan atau fitnah di masyarakat. Akibatnya, mereka memilih
mengajukan dispensasi agar pernikahan dapat segera dilangsungkan,
meskipun wusia anak belum memenuhi ketentuan Undang-Undang
Perkawinan.

“Kebanyakan karena anak sudah bertunangan, dan warga sekitar sering

bertanya kapan nikahnya. Supaya tidak menimbulkan fitnah, akhirnya orang
tua mengajukan dispensasi.”%*

64 Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)
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Hal serupa diungkapkan oleh salah satu pasangan muda Khoirul
Anshori dan Yunita Agustin yang menikah melalui dispensasi. Mereka
mengaku bahwa keputusan untuk menikah bukan semata kehendak pribadi,
tetapi juga karena tekanan sosial dari lingkungan.

“Saya sudah dilamar waktu umur 16 tahun. Lama-lama orang kampung
mulai tanya-tanya, katanya kok belum nikah juga. Orang tua akhirnya
bilang lebih baik sekalian saja diajukan ke pengadilan.”®

Tekanan sosial tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat
Bondowoso masih memandang pernikahan sebagai bagian dari kehormatan
keluarga. Pertunangan dianggap sebagai perjanjian moral yang tidak boleh
ditunda terlalu lama. Dalam konteks ini, dispensasi nikah bukan hanya
solusi hukum, melainkan juga jalan keluar sosial untuk menjaga nama baik
keluarga di tengah masyarakat yang sangat menjaga norma kesusilaan.

Faktor lain yang turut memperbanyak perkara dispensasi nikah di
Bondowoso adalah praktik nikah sirri sebelum cukup umur. Berdasarkan
hasil wawancara dengan pegawai dan hakim, banyak pasangan datang ke
pengadilan setelah sebelumnya melangsungkan pernikahan secara agama
tanpa pencatatan negara.

“Tidak jarang yang sudah nikah siri duluan. Biasanya dilakukan karena
takut dosa, baru setelah itu orang tuanya ajukan dispensasi supaya sah di
mata hukum.”

Praktik ini  mencerminkan kecenderungan masyarakat Yyang

mendahulukan legitimasi agama dibanding legalitas hukum. Dalam

pandangan mereka, akad nikah sirri sudah cukup untuk menghalalkan

85 Khoirul Anshori dan Yunita Agustin, Wawancara, (19 Oktober 2025)
% Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)
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hubungan dan menghindari dosa, meski secara hukum negara belum sah.

“Kami sebenarnya sudah nikah siri dulu waktu saya belum 19 tahun,
karena takut dosa. Setelah itu baru bapak sama ibu ke pengadilan supaya
bisa sah di KUA.”%’

Namun demikian, praktik nikah sirri di usia muda sering kali justru
menimbulkan persoalan baru, seperti kesulitan administrasi, ketidakpastian
status hukum, dan bahkan kerentanan terhadap perceraian. Oleh karena itu,
Pengadilan Agama Bondowoso memandang penting untuk mengedepankan
pendekatan edukatif dalam setiap pemeriksaan perkara dispensasi, agar
masyarakat memahami bahwa pernikahan yang sah secara hukum memiliki
fungsi perlindungan terhadap hak-hak pasangan, terutama perempuan dan
anak.

Sebagai masyarakat yang religius, warga Bondowoso sangat
menjunjung tinggi norma kesopanan dan nilai-nilai keagamaan dalam
kehidupan sosial. Hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan
pernikahan dianggap tabu dan dapat mencoreng kehormatan keluarga.
Dalam konteks tersebut, pernikahan usia muda sering dipandang sebagai
solusi moral dan religius untuk menghindari dosa serta menjaga nama baik
keluarga.

“Orang tua di sini umumnya berpikir lebih baik anaknya menikah muda
daripada berbuat dosa. Jadi faktor agama sangat kuat memengaruhi
permohonan dispensasi.”®®

Salah satu pasangan yang diwawancarai juga mengungkapkan bahwa

alasan orang tuanya mengajukan dispensasi didorong oleh rasa takut akan

87 Moch. Hasan Basri dan Riska, Wawancara, (19 Oktober 2025)
% Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)
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dosa dan pandangan masyarakat sekitar.

“Kami sering jalan bareng, jadi orang tua takut nanti dibilang macam-
macam. Katanya daripada dosa, lebih baik nikah saja walau harus mintaizin
ke pengadilan.”®®

Nilai-nilai religius dan moral ini membuat masyarakat Bondowoso
memiliki cara pandang tersendiri terhadap pernikahan dini. Bagi mereka,
menikah di usia muda bukan bentuk pelanggaran, melainkan upaya menjaga
kehormatan diri dan keluarga sesuai ajaran agama. Pandangan ini sering kali
menjadi dilema bagi hakim, karena di satu sisi harus menegakkan ketentuan
hukum positif tentang batas usia perkawinan, tetapi di sisi lain juga harus
memahami konteks sosial-keagamaan masyarakat yang menjadi bagian dari
pencari keadilan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena dispensasi nikah
di Kabupaten Bondowoso tidak dapat dilepaskan dari interaksi kompleks
antara budaya, religiusitas, dan kondisi sosial masyarakat. Tiga alasan
utama pertunangan dini, nikah sirri, dan kekhawatiran moral mencerminkan
pola pikir masyarakat yang masih menempatkan pernikahan sebagai simbol
kehormatan dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks ini, peran Pengadilan Agama Bondowoso menjadi
sangat strategis, tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga
sebagai pembimbing moral dan sosial bagi masyarakat. Melalui langkah-
langkah seperti program SIDIKA dan kerja sama dengan dinas terkait,

pengadilan berupaya mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya

89 Wahyudiono dan Hoddafiyah, Wawancara (Bondowoso 22 Oktober 2025)
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kesiapan lahir dan batin sebelum menikah, serta dampak hukum yang
mungkin timbul akibat pernikahan usia muda.
3. Prosedur Pemeriksaan dan Penetapan Dispensasi Nikah

Prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Bondowoso pada dasarnya mengikuti ketentuan umum yang diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Namun, secara
empiris, praktik pelaksanaannya di Bondowoso memiliki kekhasan
tersendiri, terutama karena adanya kebijakan inovatif yang disebut SIDIKA
(Sistem Dispensasi Kawin Terpadu).

Program SIDIKA mulai diterapkan sejak tahun 2023 sebagai respons
terhadap tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang sempat
melonjak drastis pada masa pandemi COVID-19. Melalui program ini,
Pengadilan Agama Bondowoso bekerja sama dengan Dinas Kesehatan,
Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DP3A) Kabupaten Bondowoso. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk
menekan angka pernikahan usia dini melalui pendekatan edukatif dan
preventif sebelum perkara diputus oleh hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bagian kepaniteraan,
proses permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso
umumnya melewati beberapa tahap sebagai berikut:

1)  Pengajuan Permohonan

Orang tua atau wali dari calon pengantin yang belum mencapai
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usia minimum perkawinan mengajukan permohonan tertulis ke
Pengadilan Agama. Petugas pendaftaran kemudian memeriksa
kelengkapan berkas administrasi seperti KTP, KK, akta kelahiran
anak, dan surat penolakan dari KUA.

2)  Pemeriksaan Administratif dan Rekomendasi Instansi
Sejak adanya SIDIKA, pemohon wajib melampirkan surat
rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
Surat dari Dinas Kesehatan berisi hasil pemeriksaan medis yang
menunjukkan tingkat kesiapan fisik calon mempelai, sedangkan
surat dari Dinas Sosial berisi keterangan kondisi psikologis
mempelai. Selain itu mereka sudah dipastikan lulus ujian
kompetensi sebagai syarat dispensasi nikah.
Salah seorang pegawai menjelaskan:
“Sekarang pemohon tidak bisa langsung sidang. Harus ada surat
rekomendasi dari Dinkes dan Dinsos dulu. Itu hasil dari kerja
sama dalam program SIDIKA, supaya hakim bisa menilai
kesiapan anak secara objektif.”"°

3)  Sidang Pemeriksaan di Pengadilan
Setelah berkas dinyatakan lengkap, sidang dilakukan dengan
menghadirkan orang tua, calon suami, dan calon istri. Hakim
kemudian menggali alasan permohonan, kesiapan fisik, mental,

dan sosial para pihak. Dalam tahap ini, hakim berperan tidak

hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembimbing

0 Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)
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moral dan edukator.

Bapak Huda menjelaskan :

“Kami tidak langsung mengabulkan permohonan. Kami tanya
dulu kesiapan anak-anaknya, apakah paham tanggung jawab
rumah tangga, apakah sudah siap lahir batin. Kalau belum, kami
beri nasihat panjang dan kadang kami tunda dulu sidangnya.”"*

4)  Penetapan

Setelah semua keterangan diperoleh, hakim mempertimbangkan
apakah permohonan dapat dikabulkan. Hakim
mempertimbangkan beberapa aspek, seperti alasan mendesak,
kesiapan lahir batin, dukungan keluarga, serta dampak sosial dari
penolakan permohonan. Apabila hakim menilai bahwa
pernikahan tidak akan menimbulkan mudarat lebih besar, maka
dispensasi dikabulkan melalui penetapan pengadilan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur pemeriksaan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso telah berkembang dari
sekadar proses hukum administratif menjadi mekanisme pembinaan sosial
dan moral.

Melalui penerapan SIDIKA dan kerja sama lintas instansi, pengadilan
berupaya memastikan bahwa setiap pasangan muda yang menikah melalui
dispensasi benar-benar siap secara lahir, batin, sosial, dan hukum. Dengan

demikian, proses dispensasi nikah di Bondowoso tidak hanya berfungsi

sebagai pemberian izin hukum, tetapi juga sebagai sarana pencegahan

"1 Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)
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perceraian dan perlindungan terhadap generasi muda.
4.  Pola Kasus dan Latar Munculnya Surat Pernyataan Tidak Menceraikan

Meskipun angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Bondowoso menunjukkan tren penurunan signifikan sejak tahun 2023,
terutama setelah diterapkannya program SIDIKA (Sistem Dispensasi
Kawin Terpadu), namun permasalahan baru justru muncul dari pasangan
yang telah memperoleh dispensasi dan melangsungkan pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan hakim dan pegawai pengadilan, diketahui
bahwa sebagian pasangan muda tersebut justru mengajukan perkara cerai
tidak lama setelah pernikahan berlangsung bahkan ada yang hanya bertahan
dua hingga tiga bulan setelah akad.

Seorang hakim Pengadilan Agama Bondowoso menuturkan bahwa
fenomena ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi lembaga peradilan,
karena tujuan utama pemberian dispensasi adalah untuk melindungi anak
dari dampak negatif pergaulan bebas dan pernikahan tidak sah, bukan untuk
melanggengkan perkawinan yang rapuh.

“Sekarang memang angka permohonan dispensasi sudah menurun, tapi
yang kami khawatirkan justru muncul tren baru. Ada beberapa pasangan
yang baru dua atau tiga bulan menikah sudah datang lagi, kali ini
mengajukan perceraian. Artinya, kesiapan mental mereka masih sangat
lemah.”"?

Pegawai  bagian kepaniteraan juga membenarkan adanya

kecenderungan tersebut. la menjelaskan bahwa sebagian pasangan

dispensasi nikah yang akhirnya bercerai umumnya menikah karena desakan

2 Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)
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sosial atau faktor emosional, bukan karena kesiapan membangun rumah
tangga. Beberapa di antaranya bahkan menikah karena kehamilan di luar
nikah atau tekanan keluarga setelah pertunangan, sehingga perkawinan
berjalan tanpa perencanaan yang matang.”

Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Kasus Cerai Pasca-Dispensasi
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, ada beberapa
faktor dominan yang menyebabkan perceraian pada pasangan yang menikah
melalui dispensasi, yaitu:

1) Ketidaksiapan Mental dan Emosional
Sebagian besar pasangan masih berusia belasan tahun dan belum
memahami tanggung jawab rumah tangga. Akibatnya, perbedaan
kecil sering berujung pada pertengkaran. Hakim menilai bahwa
banyak pasangan yang menikah lebih karena desakan moral orang
tua daripada kemauan pribadi.
“Banyak yang menikah karena disuruh orang tua atau karena takut
dosa, bukan karena sudah siap. Akhirnya setelah menikah mereka
kaget dengan kenyataan hidup.”’*

2) Tekanan Ekonomi
Pasangan muda umumnya belum memiliki penghasilan tetap, dan
sebagian masih bergantung pada orang tua. Kondisi ini sering
menimbulkan konflik ketika kebutuhan rumah tangga meningkat.
“Yang laki-laki biasanya belum bekerja, yang perempuan belum

selesai sekolah. Begitu mulai hidup bersama dan butuh biaya,
langsung muncul masalah.””

73 Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)
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3) Kurangnya Pemahaman Agama dan Bimbingan Pasca-Nikah
Walaupun program SIDIKA telah memperkenalkan pembekalan
pranikah, namun setelah dispensasi diberikan, tidak semua
pasangan mengikuti bimbingan lanjutan dari pihak KUA atau
lembaga keagamaan. Akibatnya, banyak pasangan tidak memiliki
pedoman yang kuat dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga
secara islami.

Tingginya angka perceraian pasca-dispensasi inilah yang kemudian
melatar belakangi pada tahun 2024 pertengahan tepatnya bulan Juni inisiatif
hakim Pengadilan Agama Bondowoso untuk menerapkan “Surat
Pernyataan Tidak Menceraikan” sebagai instrumen moral dan preventif.

Surat ini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi
muncul sebagai kebijakan lokal (local wisdom) untuk memperkuat
tanggung jawab pasangan muda terhadap pernikahan mereka.

Menurut penuturan hakim, surat tersebut berfungsi sebagai bentuk
komitmen moral dari kedua belah pihak agar tidak tergesa-gesa mengakhiri
pernikahan, serta menjadi bahan refleksi bagi pasangan sebelum sidang
dispensasi diputuskan.

“Kami ingin mereka sadar bahwa pernikahan itu tanggung jawab besar.
Jadi kami minta mereka buat surat pernyataan tidak akan menceraikan
dalam waktu dekat. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menanamkan

kesadaran agar berpikir panjang.”’®

Pegawai pengadilan menambahkan bahwa surat tersebut biasanya

6 Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)
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dibuat di hadapan hakim atau panitera sebelum sidang penetapan, dan
ditandatangani oleh kedua orang tua sebagai saksi moral. Meski tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat seperti putusan pengadilan, namun
surat itu memiliki nilai etik dan sosial yang kuat dalam konteks masyarakat
Bondowoso yang religius.”’
C. Praktik Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan
Berdasarkan hasil pemaparan data sebelumnya bahwa salah satu
persyaratan dispensasi nikah Pengadilan Agama Bondowoso juga
mensyaratkan penandatanganan surat peryataan tidak menceraikan oleh
pasangan dispensasi nikah. Surat ini merupakan sebuah dokumen yang
dibuat Pengadilan Agama Bondowoso bagi pasangan yang memperoleh izin
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso. Surat ini berisi
komitmen moral antara calon suami dan calon istri, serta dukungan dari
kedua orang tua mereka untuk tidak melakukan perceraian minimal selama
dua tahun setelah pernikahan.
1. Proses Penerbitan Surat
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan panitera,
penerbitan surat ini dilakukan setelah sidang dispensasi nikah selesai
dan penetapan dibacakan. Setelah itu, hakim memberikan nasihat
kepada pasangan dan orang tua masing-masing mengenai pentingnya
menjaga keutuhan rumah tangga. Sebagai bagian dari pembinaan

moral, hakim atau panitera kemudian menyiapkan format surat

7 Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)
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pernyataan yang telah tersedia.

Pasangan bersama orang tua dari kedua belah pihak diminta
menandatangani surat tersebut langsung di ruang sidang, di hadapan
hakim dan panitera. Proses ini dilakukan agar penandatanganan
memiliki nilai simbolik yang kuat, sekaligus menunjukkan keterlibatan
keluarga dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga pasangan
muda tersebut.

Selama kebijakan ini diterapkan mengacu kepada data dispensasi
nikah yang diputus sejak tahun 2024 setidaknya selama tahun 2024 ada
162 surat pernyatan yang ditanda tangani oleh setiap pasangan
dispensasi nikah dan pada tahun 2025 sampai bulan oktober kemarin
ada 120 surat yang ditanda tangani.

“Biasanya hakim meminta mereka menandatangani langsung di
ruang sidang, supaya orang tuanya juga tahu tanggung jawab anak-
anaknya setelah menikah.”’®

2. Bentuk dan Isi Surat
Secara fisik, surat ini bersifat sederhana dan tidak menggunakan
kop lembaga. Isinya mencantumkan identitas calon suami, calon istri,
serta kedua orang tua mereka. Masing-masing pihak akan diminta
komitmen untuk menaati kewajiban rumah tangga, saling mendukung
secara moral maupun ekonomi, serta tidak mengajukan perceraian
selama jangka waktu 2 tahun.

Kemudain keempat pihak menandatangani surat tersebut di

78 Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)
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bagian akhir, disertai tanggal dan tempat pembuatan. Penandatanganan
dilakukan di hadapan hakim dan panitera, yang sekaligus menyaksikan
komitmen para pihak. Dengan demikian, surat ini bukan sekadar
pernyataan moral, melainkan juga memiliki konsekuensi sosial dan
administratif di lingkungan Pengadilan Agama.
3. Tujuan dan Dasar Pertimbangan

Menurut hakim yang diwawancarai, surat ini tidak diatur secara
eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya
merupakan bentuk ijtihad sosial lembaga peradilan dalam menekan
tingginya angka perceraian muda. Tujuan utamanya ialah
menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab moral bagi pasangan
agar tidak mudah mengambil keputusan untuk berpisah.

“Surat ini tidak ada dalam aturan, tapi kami buat untuk
menumbuhkan kesadaran. Kami ingin pasangan yang menikah muda
paham bahwa pernikahan itu bukan permainan. Mereka harus
berkomitmen dulu sebelum menikah.”"

4.  Kekuatan Mengikat dan Konsekuensi Pelanggaran
Meskipun bukan produk hukum formal, surat ini memiliki daya
ikat moral sekaligus administratif. Hakim menegaskan bahwa apabila
pasangan yang telah menandatangani surat tersebut kemudian terbukti
melanggar isi komitmen misalnya mengajukan gugatan cerai sebelum

batas waktu dua tahun maka pengadilan tidak akan langsung

memproses perkara tersebut. Dalam praktiknya, permohonan

9 Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)
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perceraian akan ditolak atau tidak diterima sementara waktu, hingga
jangka waktu komitmen dalam surat tersebut terpenuhi.

Kebijakan ini dimaksudkan sebagai sanksi moral-preventif, agar
pasangan benar-benar mempertimbangkan secara matang sebelum
membawa persoalan rumah tangga ke ranah hukum. Dengan demikian,
Surat Pernyataan Tidak Menceraikan tidak hanya berfungsi sebagai
janji tertulis, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial yang digunakan oleh
pengadilan untuk mencegah perceraian dini.

5.  Dampak Psikologis terhadap Pasangan

Hasil wawancara dengan salah satu pasangan penerima
dispensasi menunjukkan bahwa keberadaan surat ini menimbulkan
pengaruh psikologis yang cukup besar. Pasangan merasa lebih berhati-
hati dalam menghadapi persoalan rumah tangga karena merasa terikat
oleh janji tertulis tersebut.

“Waktu disuruh tanda tangan itu saya sempat kaget, tapi setelah
dijelaskan hakim, saya merasa itu penting. Jadi kalau ada masalah, ingat
sama janji di surat itu.””%

D. Pandangan Hakim dan Pasangan Dispensasi Nikah
1. Pandangan Hakim terhadap Praktik Dispensasi Nikah dan Surat
Pernyataan Tidak Menceraikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim

Pengadilan Agama Bondowoso, diperoleh keterangan bahwa perkara

dispensasi nikah masih cukup sering diajukan oleh masyarakat,

80 Moch. Hasan Basri dan Riska, Wawancara, (19 Oktober 2025)
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terutama karena faktor tunangan sudah lama, kekhawatiran orang tua
terhadap pergaulan anak, dan alasan sosial-ekonomi. Menurut hakim,
fenomena ini perlu disikapi dengan bijak karena banyak pasangan muda
yang belum siap secara emosional maupun ekonomi untuk membangun
rumah tangga.

Dalam proses persidangan, hakim menjelaskan bahwa setiap
permohonan dispensasi nikah selalu diperiksa secara cermat. Selain
menilai alasan hukum dan bukti administratif, majelis juga
mempertimbangkan aspek psikologis dan kesiapan mental calon suami
dan istri. Untuk memperkuat tanggung jawab moral pasangan, setelah
putusan dikabulkan hakim mewajibkan mereka menandatangani Surat
Pernyataan Tidak Menceraikan.

Hakim menyampaikan bahwa surat tersebut merupakan inisiatif
internal majelis hakim di Pengadilan Agama Bondowoso, yang muncul
karena tingginya kasus perceraian pada pasangan yang menikah di usia
muda. Surat ini berisi komitmen bersama antara pasangan dan orang tua
mereka untuk tidak melakukan perceraian dalam jangka waktu minimal
dua tahun setelah pernikahan atau sampai anak pertama berusia dua
tahun.

“Surat ini tidak diatur dalam peraturan, tapi kami buat untuk
menumbuhkan kesadaran. Kami ingin pasangan yang menikah muda

memahami bahwa pernikahan bukan permainan. Mereka harus punya
komitmen dulu sebelum menikah.”8!

81 Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa penandatanganan surat dilakukan
di hadapan majelis hakim atau panitera setelah sidang selesai, dan surat
tersebut ditandatangani oleh calon suami, calon istri, serta kedua orang
tua mereka. Tujuannya agar seluruh pihak menyadari tanggung jawab
masing-masing dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

“Biasanya hakim meminta mereka menandatangani langsung di
ruang sidang supaya orang tuanya juga tahu tanggung jawab anak-
anaknya setelah menikah.”®?

Hakim juga menegaskan bahwa meskipun surat tersebut bukan
produk hukum formal, ia memiliki daya ikat moral yang kuat. Bahkan,
jika di kemudian hari pasangan yang telah menandatangani surat itu
mengajukan gugatan cerai dalam waktu singkat setelah menikah, maka
permohonan tersebut dapat ditolak atau tidak diproses lebih lanjut
sebelum dilakukan Klarifikasi terhadap isi surat yang telah mereka
sepakati.

“Kalau ada yang datang mau cerai padahal baru menikah, kami
ingatkan lagi komitmennya. Biasanya mereka berpikir ulang. Jadi surat
itu jadi pengingat moral.”%

Menurut hakim, kebijakan ini merupakan langkah pencegahan
terhadap kemudaratan sosial akibat perceraian dini. Hakim menilai
bahwa langkah tersebut efektif karena dapat menumbuhkan kesadaran
baru di kalangan pasangan muda tentang pentingnya mempertahankan

pernikahan.

2.  Pandangan Pasangan Dispensasi Nikah terhadap Surat Pernyataan

82 Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)
8 Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)
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Tidak Menceraikan

Hasil wawancara dengan tiga pasangan yang memperoleh
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan
bahwa seluruh pasangan diminta menandatangani Surat Pernyataan
Tidak Menceraikan pada hari sidang setelah putusan dikabulkan.
Mereka juga mengonfirmasi bahwa penandatanganan surat dilakukan
di hadapan hakim dan disaksikan oleh orang tua masing-masing.

Pasangan Wahyudiono dan Hoddafiyah menyatakan bahwa
awalnya mereka terkejut dan gugup saat diminta menandatangani surat
tersebut karena belum mengetahui tujuannya secara jelas. Namun
setelah hakim menjelaskan bahwa surat itu dimaksudkan untuk
menjaga komitmen dan tanggung jawab setelah menikah, mereka
menyadari pentingnya surat tersebut.

“Waktu disuruh tanda tangan itu saya sempat kaget, tapi setelah
dijelaskan hakim, saya merasa itu penting. Jadi kalau ada masalah, ingat
sama janji di surat itu.””%

Pasangan Moch. Hasan Basri dan Riska menuturkan bahwa
setelah menikah, mereka sering teringat pada isi surat tersebut, terutama
ketika terjadi perselisihan kecil dalam rumah tangga. Menurut mereka,
surat itu menjadi pengingat untuk tidak mudah mengambil keputusan

bercerai.

“Kalau ada masalah, saya ingat janji waktu di pengadilan. Malu
kalau sampai cerai, karena sudah janji di depan hakim dan orang tua.”%®

84 Wahyudiono dan Hoddafiyah, Wawancara (Bondowoso 22 Oktober 2025)
8 Moch. Hasan Basri dan Riska, Wawancara, (19 Oktober 2025)
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Pasangan ketiga menilai bahwa surat tersebut tidak hanya
berfungsi sebagai pengingat bagi pasangan, tetapi juga memberikan
ketenangan bagi orang tua karena mereka ikut menandatangani surat
dan menyaksikan komitmen anak-anaknya.

“Orang tua kami juga tanda tangan. Jadi rasanya malu kalau sampai
gagal. Orang tua sering ingatkan kami supaya ingat sama surat itu.”%®

Ketiga pasangan yang diwawancarai sepakat bahwa surat
pernyataan tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kehidupan
rumah tangga mereka. Tidak ada dari ketiganya yang mengalami
perceraian hingga saat wawancara dilakukan. Mereka menilai bahwa
surat tersebut lebih bersifat moral daripada hukum, namun justru itulah
yang membuatnya efektif.

Dari hasil wawancara dengan hakim dan tiga pasangan dispensasi
nikah, dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Tidak Menceraikan
di Pengadilan Agama Bondowoso merupakan praktek sosial-
keagamaan yang bersifat preventif. Surat ini bukan instrumen hukum
formal, tetapi memiliki fungsi moral yang kuat dalam membina

tanggung jawab pasangan muda dan menekan angka perceraian dini.

8 Khoirul Anshori dan Yunita Agustin, Wawancara, (19 Oktober 2025)



BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Praktik dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengeluarkan Surat
Pernyataan Tidak Menceraikan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penerbitan Surat Pernyataan
Tidak Menceraikan di Pengadilan Agama Bondowoso merupakan bentuk
inovasi yudisial yang lahir dari kebutuhan sosial masyarakat. Kebijakan ini
mulai diterapkan sejak Juni 2024 sebagai respons terhadap maraknya
perceraian dini di kalangan pasangan muda yang sebelumnya memperoleh
dispensasi nikah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan
tanggung jawab moral bagi pasangan muda agar tidak dengan mudah
mengakhiri pernikahan yang baru dijalani.®’

Surat pernyataan tersebut dibuat setelah penetapan dispensasi nikah
dibacakan di persidangan. Sebelum penandatanganan, hakim memberikan
nasihat kepada pasangan dan orang tua mereka mengenai tanggung jawab
hukum, sosial, dan spiritual dalam membangun rumah tangga. Setelah itu,
pasangan bersama orang tua masing-masing menandatangani surat di
hadapan hakim dan panitera biasanya dilakukan langsung di ruang sidang.®
Prosedur ini memiliki makna simbolik karena dilakukan di bawah
pengawasan lembaga peradilan, sehingga memperkuat nilai komitmen dan

tanggung jawab moral bagi pihak yang bersangkutan.
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Secara substansial, surat ini berisi komitmen calon suami dan istri untuk
tidak melakukan perceraian setidaknya selama dua tahun pertama pernikahan.
Selain itu, surat tersebut juga memuat peran dan dukungan orang tua masing-
masing agar turut membina dan mendampingi anak-anak mereka dalam
menapaki kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, surat ini tidak hanya
menjadi pernyataan pribadi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab
kolektif keluarga dalam menjaga keberlangsungan pernikahan.

Meskipun tidak memiliki landasan hukum secara hukum positif namun
kebradaan surat itu tetap mengikat kepada setiap pasangan, Surat Pernyataan
Tidak Menceraikan juga memiliki fungsi moral dan sosial yang kuat. Hakim
menjadikannya sebagai instrumen pembinaan (moral instrument) dan alat
kontrol sosial (social control) agar pasangan muda lebih berhati-hati dalam
menghadapi konflik rumah tangga. Fungsi moral ini berjalan efektif karena
surat tersebut mengandung nilai tanggung jawab yang diikrarkan di hadapan
hakim dan keluarga, sehingga secara psikologis menanamkan rasa malu dan
kesadaran moral untuk menepatinya.

Lebih jauh, surat ini juga memiliki fungsi preventif dan edukatif. Dalam
beberapa kasus, ketika pasangan yang telah menandatangani surat ini
kemudian mengajukan gugatan cerai hanya dalam tidak sampai dua tahun
setelah menikah, hakim cenderung menolak atau menunda perkara sambil
memberikan pembinaan dan nasihat ulang. Langkah ini memperlihatkan

bahwa surat pernyataan tersebut tidak sekadar simbolik, tetapi juga berdaya
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guna secara operasional dalam mencegah perceraian dini.®

Kebijakan ini memperlihatkan peran hakim di Pengadilan Agama
Bondowoso yang tidak hanya bertugas menegakkan hukum positif, tetapi
juga menjalankan fungsi sosial dan edukatif sebagai pembimbing moral
masyarakat. Hakim menjadi figur yang berperan dalam membangun
kesadaran hukum sekaligus nilai tanggung jawab sosial di tengah budaya
pernikahan muda yang masih kuat di daerah tersebut

Secara sosiologis, kebijakan ini muncul dari kenyataan bahwa sebagian
pasangan penerima dispensasi masih mengajukan perceraian dalam waktu
singkat. Maka, surat pernyataan tersebut menjadi upaya preventif untuk
mengarahkan masyarakat pada pola pikir yang lebih matang dalam berumah
tangga. Dari segi moral dan keagamaan, kebijakan ini sejalan dengan ajaran
Islam tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga (hifz al-nasl) dan
mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Sedangkan secara psikologis, surat ini berfungsi sebagai sarana internalisasi
nilai tanggung jawab dan kedewasaan emosional bagi pasangan muda.

Secara empiris, kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif. Data dari
Pengadilan Agama Bondowoso memperlihatkan bahwa sejak diterapkannya
surat pernyataan ini, pasangan dispensasi nikah tidak mengajuakan perceraian
ke Pengadilan Agama Bondowoso ketika ada masalah dalam rumah
tangganya. Hasil wawancara dengan beberapa pasangan juga menunjukkan

bahwa keberadaan surat tersebut membuat mereka lebih berhati-hati dan

8 Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)
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berkomitmen dalam menjaga rumah tangga karena adanya janji moral di

hadapan hakim dan keluarga.*

Dari sisi yuridis, tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam peraturan
perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
mewajibkan pembuatan surat semacam ini. Namun, hakim menggunakan
kewenangan diskresi yudisial (judicial discretion) untuk mengisi kekosongan
hukum (rechtvacuum) dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan
(mashlahah mursalah). Hakim menilai bahwa kebijakan ini merupakan
langkah ijtihad kebijakan administratif guna mencegah kemudaratan sosial
berupa meningkatnya perceraian dini akibat ketidaksiapan mental dan
ekonomi pasangan muda..

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan
kebijakan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama::

1. Pertimbangan yuridis, yaitu penggunaan kewenangan diskresi hakim
dalam melakukan pembinaan non-litigatif untuk menjaga tujuan hukum
keluarga Islam yang berorientasi pada ishlah (perdamaian dan
pemeliharaan rumah tangga)

2. Pertimbangan sosiologis, yakni tanggapan terhadap realitas masyarakat
Bondowoso yang masih menjunjung tinggi nilai religius dan
kehormatan keluarga, namun di sisi lain rentan terhadap praktik

pernikahan usia muda.

% Khoirul Anshori dan Yunita Agustin, Wawancara, (19 Oktober 2025)
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3. Moral dan Keagamaan, vyaitu dorongan untuk menjaga tujuan
pernikahan Islam yang sakinah, mawaddah, warahmah serta mencegah
kemudaratan melalui prinsip sadd al-dzari‘ah, yaitu menutup jalan yang
berpotensi menimbulkan kerusakan sosial seperti perceraian dini.

Analisis Ijtihad Hakim Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak

Menceraikan dalam Perspektif Sadd al-Dzari‘ah
Sebelum menelaah kebijakan hakim dalam menerbitkan Surat

Pernyataan Tidak Menceraikan melalui perspektif Sadd al-Zara’i¢, penting

untuk terlebih dahulu memahami posisi ijtihad tersebut dalam kerangka

hukum positif dan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil
penelitian lapangan, kebijakan ini memang merupakan bentuk inovasi
yudisial yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Bondowoso untuk
menekan angka perceraian dini di kalangan pasangan muda penerima
dispensasi nikah. Namun, dari sisi hukum formal, penerbitan Surat

Pernyataan Tidak Menceraikan belum memiliki dasar normatif yang eksplisit

baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

sebagaimana, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara hukum acara, hakim pada dasarnya terikat pada asas legalitas
dan prinsip due process of law, di mana setiap tindakan atau keputusan yang
bersifat mengikat para pihak harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam
hal ini, penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan tidak termasuk dalam

produk hukum yang diatur oleh ketentuan acara perdata maupun acara
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peradilan agama. Dengan demikian, langkah hakim menerbitkan surat
tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ijtihad tanzhimi atau kebijakan
administratif yang bersifat pembinaan non-litigatif. Meskipun bertujuan baik,
secara yuridis langkah ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai batas
kewenangan hakim dalam memperluas fungsi peradilan hingga ke ranah
moral dan sosial.

Di sisi lain, penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan juga
memiliki potensi disharmoni dengan prinsip-prinsip hukum positif apabila
surat tersebut dipahami secara kaku dan mengikat secara moral tanpa
mempertimbangkan kondisi faktual pasangan. Dalam praktiknya, tidak
semua pasangan penerima dispensasi nikah dapat mempertahankan rumah
tangganya, terutama ketika muncul alasan-alasan mendasar untuk bercerai
yang diakui oleh hukum, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
penelantaran, atau perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Apabila dalam
kondisi demikian hakim tetap menunda atau menolak gugatan cerai dengan
alasan adanya Surat Pernyataan Tidak Menceraikan, maka tindakan tersebut
berpotensi menghambat akses keadilan dan melanggar hak hukum salah satu
pihak yang menjadi korban.

Secara substansial, kebijakan yang bersifat preventif seperti Surat
Pernyataan Tidak Menceraikan seharusnya tidak mengabaikan prinsip tahqiq
al-maslahah wa daf* al-mafsadah (mengusahakan kemaslahatan dan
mencegah kemudaratan). Dalam hukum Islam, pencegahan perceraian

memang merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan rumah tangga (hifz
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al-nasl), namun jika perceraian tersebut justru menjadi jalan keluar dari
kemudaratan yang lebih besar seperti kekerasan, penderitaan psikologis, atau
penelantaran, maka mempertahankan pernikahan dengan dalih “tidak boleh
bercerai” justru bertentangan dengan magqasid al-syari ‘ah itu sendiri.

Oleh karena itu, ijtihad hakim melalui penerapan Surat Pernyataan
Tidak Menceraikan dapat dinilai progresif namun perlu dibatasi secara
proporsional. Hakim memang memiliki ruang diskresi untuk melakukan
pembinaan moral dan sosial, namun tidak sampai pada tataran membatasi hak
hukum substantif para pihak. Ijtihad tersebut hendaknya ditempatkan sebagai
instrumen pembinaan preventif yang bersifat moral, bukan sebagai alat
paksaan yang meniadakan hak seseorang untuk memperoleh keadilan dalam
kasus-kasus yang memang menuntut adanya perceraian.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penerapan Surat
Pernyataan Tidak Menceraikan dapat dipahami sebagai ijtihad sosial yang
berorientasi pada kemaslahatan (maslahah mursalah), tetapi sekaligus perlu
dievaluasi agar tidak melanggar asas hukum positif dan prinsip maqasid al-
syart‘ah. Evaluasi ini penting agar kebijakan tersebut tetap sejalan dengan
semangat hukum Islam yakni menjaga keutuhan rumah tangga tanpa
mengabaikan hak-hak individu dan perlindungan terhadap pihak yang
dirugikan.

Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam dasar filosofis dan
rasionalitas yuridis dari ijtihad hakim tersebut, penting untuk meninjau

penerapan kebijakan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan melalui perspektif
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sadd al-Zara’i‘. Prinsip ini dalam ushul figh berperan menutup jalan yang
dapat menimbulkan kemudaratan, sekaligus membuka ruang bagi tindakan
preventif demi kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian, analisis
berikut akan menguraikan bagaimana penerapan Surat Pernyataan Tidak
Menceraikan dapat dikategorikan sebagai bentuk preventif (dar’ al-mafasid)
dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga dan melindungi pasangan
muda dari dampak negatif perceraian dini.

Dalam perspektif para ulama ushul figh, konsep Zari’ah dapat dipahami
melalui dua aspek utama, yaitu motivasi pelaku dalam melaksanakan suatu
tindakan dan dampak atau konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut.
Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa zari’ah terbagi menjadi
dua jenis: pertama, Zari’ah yang mengarah pada kemaslahatan atau kebaikan,
yang disebut fath al-Zara’i‘, dan kedua, Zari’ah yang mengarah pada
kemudaratan atau keburukan, yang disebut sadd al-Zara’i*. Menurut Imam
al-Ghazali, pintu bagi Zari’ah yang membawa kebaikan sebaiknya dibuka
seluas-luasnya, agar kebaikan dapat tercapai, sedangkan pintu bagi zari’ah
yang membawa kemudaratan harus ditutup rapat-rapat, sebagai bentuk
pencegahan terhadap terjadinya kerusakan atau keburukan.®*

Ketentuan hukum suatu Zari’ah ditentukan oleh tujuan yang ingin
dicapai. Dengan kata lain, jika tujuan suatu tindakan bersifat mubah, maka

sarana atau perantaranya juga dianggap mubah. Apabila tujuan tersebut

1 M.A. Dr. Ismail Jalili, Eksistensi Sadd Adz-Dzari * Ah Dalam Ushul Figh: Kajian
Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (JI. Jatinom Boyolali, Srikaton, Rt.003, Rw.001,
Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Ja: Penerbit Lakeisha, 2020).
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haram, maka sarana yang digunakan pun menjadi haram. Begitu pula, jika
tujuan bersifat wajib, sarana yang digunakan menjadi wajib; jika tujuan
bersifat sunah, sarana juga bersifat sunah; dan jika tujuan bersifat makruh,
maka sarana yang digunakan juga dikategorikan makruh.

Zari’ah pada dasarnya merupakan jalan atau sarana untuk mencapai
suatu tujuan tertentu, yang dapat bersifat baik maupun buruk. Dalam
praktiknya, istilah Zari’ah sering kali hanya dikaitkan dengan jalan menuju
kemudaratan atau yang diharamkan, sehingga maknanya menjadi sempit.
Padahal, dalam kondisi tertentu, pintu Zari’ah yang biasanya terlarang dapat
dibuka, apabila terdapat kepentingan yang lebih besar (maslahah rajihah)
yang menuntut penggunaan sarana tersebut demi tercapainya kemaslahatan
yang lebih signifikan.®?

Melalui prinsip sadd al-Zara’i‘, dapat dianalisis pendekatan yang
digunakan hakim dalam menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan
menunjukkan upaya untuk mencegah kemudaratan yang mungkin timbul
akibat perceraian dini. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan motivasi
pasangan muda yang berpotensi mengakhiri pernikahan dengan mudah, serta
dampak negatif yang mungkin timbul bagi mereka dan keluarga, baik secara
psikologis, sosial, maupun moral. Dengan demikian, meskipun Surat
Pernyataan Tidak Menceraikan bersifat non-hukum mengikat, prinsip sadd
al-Zara’i* memungkinkan hakim menutup jalan yang dapat menimbulkan

kemudaratan melalui mekanisme preventif yang bersifat moral dan sosial.

9 Ibnu Taimiyyah Al-Harrani, Al-Fatawa Al-Kubra Juz VI (Baerut: Dar al-Kutub al-
limiyyah, 1408).
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Secara garis besar, prinsip Zari’ah ini menekankan pertimbangan motif dan
akibat dari perilaku pasangan agar perceraian dini dapat diminimalisir.
Pertimbangan dalam penetapan hukum melalui konsep zari’ah meliputi
dua aspek utama.®® Pertama, maqdsid atau tujuan/sasaran, yaitu hal-hal yang
mengandung kemaslahatan (maslahah) atau kemudaratan (mafsadah).
Kedua, wasa’il atau sarana/perantara, yaitu jalan atau alat yang digunakan
untuk mencapai maqasid tersebut. Dalam prinsip ini, status hukum sarana
mengikuti hukum tujuan yang ingin dicapai, baik bersifat halal maupun
haram. Secara rinci, kedua aspek ini akan diuraikan lebih lanjut untuk
memperjelas hubungan antara tujuan dan perantara dalam penerapan Zari ah.
Dalam aspek magdasid (tujuan/sasaran), perceraian dini yang dilakukan
oleh pasangan muda berpotensi bertentangan dengan hakikat pernikahan dan
menimbulkan kemudaratan bagi pasangan dan keluarga. Tujuan yang
mendorong perceraian dini dapat muncul dari ketidaksiapan emosional,
psikologis, atau sosial pasangan untuk menjalani rumah tangga, misalnya
keinginan mengakhiri pernikahan karena konflik kecil, tekanan ekonomi,
atau ketidakcocokan yang masih dapat diatasi. Selain itu, perceraian dini juga
dapat terjadi karena adanya dorongan eksternal, seperti pengaruh keluarga
atau tekanan sosial, yang berpotensi mengganggu kestabilan rumah tangga.
Dalam konteks ini, penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan berfungsi
untuk menutup jalan menuju kemudaratan tersebut dengan menekankan

komitmen moral dan tanggung jawab sosial, sehingga tujuan dari pernikahan

9 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, TerjemahSaefullah Ma’shum, Dkk (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2005).
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yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah
dapat lebih terjaga.

Dalam aspek wasa’il (perantara), perceraian dini dapat dipandang
sebagai sarana yang berpotensi menimbulkan kemudaratan psikologis, sosial,
dan moral bagi pasangan dan keluarga. Hal ini tercermin dalam praktik
perceraian dini pada pasangan muda, di mana perceraian menjadi akibat dari
ketidaksiapan atau tekanan yang dihadapi pasangan. Data lapangan
menunjukkan bahwa ketidaksiapan ini sering berujung pada konflik rumah
tangga yang serius, sehingga memerlukan intervensi preventif. Penerapan
Surat Pernyataan Tidak Menceraikan berfungsi sebagai wasa’il untuk
menutup jalan yang dapat menimbulkan kemudaratan tersebut, dengan
menekankan komitmen moral, tanggung jawab sosial, dan peran
pendampingan keluarga. Melalui mekanisme ini, hakim berupaya
mengarahkan pasangan muda agar menyelesaikan konflik secara bijaksana
dan menjaga keberlangsungan rumah tangga, sehingga tujuan pernikahan
yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dapat tercapai.

Terdapat beberapa pola hubungan antara zari’ah (perantara) dan
tujuannya (magqasid). Pertama, apabila perantara dan tujuan keduanya
diperbolehkan menurut syariat, maka ini merupakan model yang disepakati
para ulama, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib. Kedua, jika
perantara dilarang dalam syariat dan tujuan yang ingin dicapai juga terlarang,
maka kategori ini diharamkan secara tegas oleh para ulama. Ketiga, apabila

perantara diperbolehkan, tetapi tujuan yang ingin dicapai diharamkan, maka
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inilah yang menjadi karakteristik sadd al-Zara’i‘, yakni menutup jalan
menuju kemudaratan. Keempat, jika perantara diharamkan, tetapi tujuan yang
ingin dicapai diperbolehkan, maka sebagian ulama membolehkan membuka
kembali perantara tersebut apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar
(maslahah rajihah). Kondisi ini termasuk dalam karakteristik sadd al-
Zard’i, yaitu menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan.®*

Berdasarkan korelasi antara zZari’ah dan tujuan (magasid), praktik
perceraian dini pada pasangan muda dapat dikategorikan mirip dengan
kategori ketiga, yakni perantaranya diperbolehkan tetapi tujuan yang ingin
dicapai justru menimbulkan kemudaratan. Meskipun secara hukum
perkawinan atau adat perceraian merupakan hak individu, kenyataannya
perceraian dini sering menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga,
termasuk ketegangan psikologis, konflik sosial, dan tekanan ekonomi.
Perceraian yang dilakukan sebelum kesiapan emosional dan sosial dapat
merugikan pasangan, keluarga, dan anak-anak, sehingga meskipun tujuan
awalnya mungkin dianggap positif seperti menyelesaikan konflik akan tetapi
dampak yang muncul lebih banyak bersifat negatif.

Dalam konteks ini, penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan
menjadi relevan. Dengan menggunakan pendekatan sadd al-Zara’i ‘, hakim
menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan, yaitu perceraian
dini, dan mendorong pasangan muda untuk menyelesaikan masalah rumah

tangga secara bijaksana. Pendekatan ini menekankan pencegahan

% Magasid Syariah et al., “Magqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya
Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam,” MJSI 9, no. 2 (2021): 75-86.
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kemudaratan yang lebih besar dan pembinaan moral serta sosial.

Dalam konteks hukum Islam, sadd al-Zara’i - merupakan prinsip yang
menekankan pencegahan terhadap sarana atau perantara yang berpotensi
membawa kepada kemudaratan. Istilah ini berasal dari kata zZari’ah, yang
berarti jalan atau perantara untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks surat
pernyataan tidak menceraikan, pendekatan sadd al-Zara’i * diterapkan untuk
mencegah perceraian dini dengan menutup jalan yang dapat menimbulkan
kerusakan dalam rumah tangga. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi
keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, sekaligus menekankan
pembinaan moral dan sosial bagi pasangan muda agar mereka lebih berhati-
hati dalam mengambil keputusan terkait rumah tangga. Dengan demikian,
penerapan surat pernyataan tidak menceraikan oleh hakim dapat dipahami
sebagai upaya preventif yang selaras dengan prinsip sadd al-Zara’i*, yaitu
menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan dan mengarahkan
pasangan pada kebaikan yang lebih besar.

Dalam perspektif hukum Islam, Zari’ah diterapkan sebagai upaya untuk
mencegah terjadinya kemudaratan atau kerusakan yang lebih besar. Konsep
ini sangat terkait dengan prinsip maslahah (kepentingan atau kebaikan) dan
mafsadah (kerusakan atau kemudaratan). Zari’ah tidak hanya menilai
perbuatan yang secara langsung diharamkan, tetapi juga memperhatikan
tindakan yang dapat menjadi sarana atau perantara menuju perbuatan haram.
Oleh karena itu, langkah-langkah preventif menjadi penting untuk menjaga

masyarakat dari kemungkinan terjadinya pelanggaran atau tindakan yang
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merugikan.

Terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu tindakan
dapat dikaji melalui prinsip sadd al-Zara’i %

1.  Tindakan tersebut jelas berpotensi menimbulkan kemudaratan

maupun kebaikan.

2. Tingkat kemudaratan yang mungkin timbul lebih besar
dibandingkan manfaat atau kebaikan yang dihasilkan.

3.  Ketika melaksanakan tindakan yang pada dasarnya
diperbolehkan, kemudaratan yang ditimbulkan lebih dominan
daripada kemaslahatannya.

Dalam konteks pernikahan dan perceraian dini, prinsip Zari’ah
diterapkan sebagai pendekatan preventif untuk mengantisipasi tindakan atau
kondisi yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Pendekatan
ini menekankan identifikasi dan pencegahan faktor-faktor yang dapat
menimbulkan konflik, seperti ketidaksiapan emosional pasangan, tekanan
sosial, atau keputusan perceraian yang diambil secara tergesa-gesa. Dengan
demikian, penerapan surat pernyataan tidak menceraikan menjadi salah satu
sarana (wasa 'il) untuk menutup jalan yang dapat menimbulkan kemudaratan,
sekaligus membina pasangan muda agar lebih bertanggung jawab dan
menjaga keutuhan rumah tangga.

Secara praktis, penerapan sadd al-Zara’i¢ dalam konteks surat

pernyataan tidak menceraikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

% M Nasir, “Analisis Sadd Al- Zari’ah Dalam Mencegah Gratifikasi,” Dirasat Islamiah:
Jurnal Kajian Keislaman 5, no. 2 (2024): 81-92.
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Pendekatan sadd al-Zara i - menekankan pada tindakan preventif,
dengan mengidentifikasi dan menutup jalan yang berpotensi
menimbulkan perceraian dini. Melalui surat pernyataan tidak
menceraikan, hakim membimbing pasangan muda agar lebih
berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga potensi
kerusakan rumah tangga dapat diminimalisir.

Pendekatan ini memperhitungkan konteks sosial, budaya, dan
nilai-nilai keluarga yang berlaku di masyarakat Bondowoso.
Mekanisme surat pernyataan tidak menceraikan disesuaikan
dengan norma yang berlaku agar langkah pembinaan moral dan
sosial bagi pasangan muda lebih efektif dan diterima secara luas.
Prinsip sadd al-Zara’i * selalu mempertimbangkan keseimbangan
antara maslahah (kemaslahatan) dan mafsadah (kemudaratan).
Penerapan surat pernyataan tidak menceraikan memastikan
bahwa upaya preventif yang dilakukan benar-benar memberikan
manfaat lebih besar bagi pasangan dan keluarga, sekaligus
mencegah dampak negatif yang mungkin muncul dari perceraian
dini

Pendekatan ini bersifat proaktif dan preventif, bukan hanya
reaktif terhadap konflik rumah tangga. surat pernyataan tidak
menceraikan berfungsi untuk menutup jalan yang berpotensi
menimbulkan perceraian sebelum masalah benar-benar terjadi.

Pendekatan sadd al-Zara’i‘ melalui surat pernyataan tidak
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menceraikan juga berperan dalam memperkuat norma dan nilai
sosial dalam masyarakat, dengan menekankan tanggung jawab
moral pasangan muda serta peran keluarga dalam membina
rumah tangga yang harmonis.

Efektivitas penerapan prinsip sadd al-Zard’i - sangat bergantung pada
penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan pencegahan yang
dilakukan. Jika pasangan muda atau keluarga tidak memahami alasan di balik
penerapan surat pernyataan tidak menceraikan, upaya pembinaan moral dan
sosial dapat menghadapi hambatan atau resistensi. Dalam konteks surat
pernyataan tidak menceraikan, pendekatan sadd al-Zara’i‘ menawarkan
metode proaktif dan preventif untuk mencegah perceraian dini. Dengan
mempertimbangkan maslahah (kemaslahatan) dan mafsadah (kemudaratan),
pendekatan ini berusaha menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan
keluarga, sekaligus menanamkan tanggung jawab moral pada pasangan
muda. Meskipun terdapat tantangan, seperti menetapkan batasan yang tepat
atau risiko pengabaian terhadap niat pasangan, jika diterapkan dengan
bijaksana dan adil, pendekatan sadd al-Zara i * melalui surat pernyataan tidak
menceraikan dapat menjadi instrumen efektif untuk mencegah perceraian dini
dan memperkuat nilai-nilai sosial dalam rumah tangga.

Dalam konteks pernikahan, pendekatan sadd al-Zara 'i - dapat berfungsi
sebagai sarana preventif yang sangat efektif untuk mencegah tindakan yang
berpotensi merusak rumah tangga. Melalui prinsip ini, mekanisme seperti

surat pernyataan tidak menceraikan dapat menutup jalan yang mengarah pada
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perceraian dini atau konflik serius, sehingga menjaga keutuhan,
keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga. Pendekatan ini juga membantu
menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sehat, di mana pasangan
muda terdorong untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara
bijaksana. Selain itu, penerapan prinsip sadd al-Zara’i‘ melalui surat
pernyataan tidak menceraikan mendukung penegakan hak asasi manusia
dalam lingkup keluarga, dengan menekankan perlindungan terhadap hak-hak
pasangan dan mencegah tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam kerangka ushul figh, prinsip sadd al-Zara’i* memiliki peran
penting sebagai pedoman untuk tindakan preventif dalam Islam. Prinsip ini
bertujuan menutup jalan yang dapat menimbulkan kerusakan atau
kemudaratan yang lebih besar. Sebuah tindakan yang awalnya diperbolehkan
atau netral dapat menjadi terlarang apabila berpotensi menimbulkan dampak
negatif yang signifikan. Dalam konteks surat pernyataan tidak menceraikan,
penerapan prinsip ini terlihat melalui upaya hakim untuk mencegah
perceraian dini dan menjaga stabilitas rumah tangga, sehingga risiko
kerusakan sosial dan moral akibat perceraian yang prematur dapat
diminimalisir.

Perceraian dini yang dilakukan tanpa kesiapan emosional atau
persetujuan matang dari pasangan dapat dianggap bertentangan dengan
prinsip-prinsip fundamental dalam Islam, yang menekankan keadilan,
kehormatan, dan hak individu. Dalam Islam, pernikahan merupakan kontrak

sosial yang sakral dan seharusnya didasarkan pada persetujuan penuh kedua
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pihak. Ketergesaan atau tekanan untuk mengakhiri pernikahan dapat
melanggar hak pasangan untuk mempertahankan rumah tangganya, sekaligus
membuka  peluang terjadinya  berbagai  kemudaratan,  seperti
ketidakbahagiaan, ketidakstabilan rumah tangga, dan potensi konflik yang
lebih serius dalam keluarga.

Dari perspektif sadd al-Zara i , mencegah perceraian dini atau tindakan
yang berpotensi merusak rumah tangga merupakan langkah yang penting
untuk menghindari dampak negatif bagi pasangan dan keluarga. Dengan kata
lain, penerapan surat pernyataan tidak menceraikan dapat dipahami sebagai
upaya menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan lebih besar.
Prinsip sadd al-Zara’i* menekankan bahwa setiap tindakan yang dapat
mengganggu kesejahteraan keluarga, merusak keharmonisan rumah tangga,
atau melanggar hak-hak pasangan sebaiknya diantisipasi dan dihindari. Oleh
karena itu, mekanisme surat pernyataan tidak menceraikan yang menekankan
larangan perceraian dini dan pembinaan moral bagi pasangan muda selaras
dengan tujuan syariah (magasid al-syariah) untuk menjaga keutuhan,
keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga.

Lebih lanjut, dari perspektif sadd al-Zara’i, upaya mencegah
perceraian dini melalui mekanisme surat pernyataan tidak menceraikan juga
menekankan pentingnya perlindungan terhadap kemaslahatan umum
(maslahah ‘ammah). Dalam Islam, menjaga kemaslahatan masyarakat adalah
salah satu tujuan utama syariah, sehingga setiap tindakan yang berpotensi

merusak keharmonisan sosial atau kesejahteraan individu perlu diantisipasi.
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Perceraian dini, yang kerap terjadi karena ketidaksiapan pasangan muda atau
tekanan eksternal, dapat mengganggu kesejahteraan keluarga dan masyarakat
secara luas.

Dengan demikian, penerapan surat pernyataan tidak menceraikan tidak
hanya berfungsi untuk menjaga hak-hak individu dalam rumah tangga, tetapi
juga sebagai upaya untuk memelihara stabilitas dan kesejahteraan sosial.
Pendekatan ini merefleksikan prinsip syariah yang menekankan keadilan,
perlindungan, dan pencegahan kerusakan, sehingga turut mendukung
terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Dalam
kerangka ini, sadd al-Zara i memberikan landasan teologis sekaligus praktis
bagi hakim untuk mengatur dan membimbing pasangan muda, memastikan
pernikahan dijalankan berdasarkan kesepakatan, tanggung jawab, dan nilai
moral yang benar.

Selain itu, perceraian dini yang tidak dikontrol dapat berdampak negatif
terhadap  keharmonisan  rumah  tangga, seperti  meningkatnya
ketidakharmonisan, stres psikologis, dan tekanan emosional pada pasangan.
Oleh karena itu, perlindungan melalui surat pernyataan tidak menceraikan
bertindak sebagai instrumen preventif, sejalan dengan tujuan hukum untuk
mencegah kemudaratan dan mengarahkan pasangan muda pada kehidupan

rumah tangga yang lebih stabil dan bertanggung jawab.
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BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terkait penerapan Surat

Pernyataan Tidak Menceraikan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam

mencegah perceraian dini pada pasangan muda melalui pendekatan perspektif

teori Sadd al-Dzari‘ah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan di Pengadilan Agama
Bondowoso merupakan inovasi yudisial yang bertujuan untuk
menanggulangi tingginya angka perceraian dini di kalangan pasangan
muda yang mendapatkan dispensasi nikah. Kebijakan ini diterapkan
sejak Juni 2024 untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab
moral pasangan muda agar lebih berhati-hati dalam menjalani
pernikahan. Secara praktik, Surat Pernyataan Tidak Menceraikan
dibuat melalui mekanisme penandatanganan surat oleh pasangan dan
orang tua di hadapan hakim dan panitera. Proses ini tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga memiliki makna simbolik dan edukatif, karena
dilakukan setelah proses persidangan dispensasi nikah selesai. Dalam
surat tersebut, pasangan berikrar untuk tidak mengajukan perceraian
dalam dua tahun pertama pernikahan dan bersedia mengikuti
pembinaan apabila terjadi permasalahan rumah tangga.. Meskipun
tidak ada landasan dalam hukum positif ataupun hukum acara, surat ini

efektif dalam mencegah perceraian dini dan memberikan kesempatan
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bagi pasangan untuk mendapatkan pembinaan ulang jika mengajukan
gugatan cerai dalam waktu kurang dari dua tahun. Kebijakan ini juga
memperlihatkan peran hakim yang tidak hanya menegakkan hukum,
tetapi juga membimbing pasangan muda agar lebih siap menjalani
pernikahan. Dalam hal ini, hakim menggunakan kewenangan diskresi
untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah kemudaratan sosial
akibat perceraian dini, yang disebabkan oleh ketidaksiapan mental dan
ekonomi pasangan muda. Secara keseluruhan, kebijakan surat
pernyataan tidak menceraikan di Pengadilan Agama Bondowoso
merupakan langkah preventif yang penting untuk menjaga keutuhan
rumah tangga dan menciptakan pernikahan yang harmonis, sejalan
dengan prinsip Islam tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga.

Berdasarkan prinsip sadd al-Zara’i* dalam wusil al-figh, penerbitan
Surat Pernyataan Tidak Menceraikan di Pengadilan Agama Bondowoso
dapat dipahami sebagai bentuk upaya preventif yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya perceraian dini di kalangan pasangan muda.
Prinsip sadd al-Zara’i‘ mengajarkan bahwa setiap tindakan yang
berpotensi menimbulkan kemudaratan harus dicegah. Dalam konteks
ini, perceraian dini yang kerap disebabkan oleh Kketidaksiapan
emosional, sosial, maupun ekonomi pasangan muda dapat berdampak
negatif terhadap keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial. Surat
Pernyataan Tidak Menceraikan berfungsi sebagai instrumen moral dan

sosial yang menanamkan komitmen kepada pasangan muda agar tidak
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terburu-buru mengakhiri pernikahan. Meskipun belum memiliki dasar
normatif yang eksplisit dalam hukum positif maupun hukum acara,
surat ini tetap memiliki daya ikat moral bagi pasangan penerima
dispensasi nikah sehingga efektif sebagai sarana kontrol sosial dan
pembinaan. Melalui mekanisme ini, pasangan didorong untuk lebih
mempertimbangkan keputusan perceraian, khususnya dalam dua tahun
pertama pernikahan. Penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan
mencerminkan upaya mewujudkan tujuan pernikahan Islam yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah sekaligus mencegah kerusakan sosial
akibat perceraian dini. Dalam kerangka sadd al-Zara’i*, kebijakan ini
berfungsi menutup jalan menuju kemudaratan sosial dengan
mengedepankan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Namun
demikian, karena belum memiliki landasan normatif dalam sistem
hukum positif, pelaksanaannya perlu dibatasi secara proporsional agar
tidak melanggar asas legalitas maupun hak substantif para pihak.
Dengan demikian, penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan
idealnya ditempatkan sebagai instrumen pembinaan moral dan sosial
yang berorientasi pada maslahah mursalah, bukan sebagai pembatasan
hak hukum untuk bercerai. Ijtihad hakim melalui kebijakan ini dapat
dinilai konstruktif sepanjang tetap sejalan dengan prinsip sadd al-
Zard’i‘, yakni mencegah kemudaratan sosial tanpa mengabaikan

keadilan, hak individu, dan tujuan magqasid al-syari ‘ah.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, selanjutnya ada saran

dari penulis sebagaimana berikut:

1.

Evaluasi Efektivitas dan Peningkatan Praktik Penerapan Surat
Pernyataan Tidak Menceraikan. Meskipun penerapan Surat Pernyataan
Tidak Menceraikan di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan
hasil yang positif dalam mengurangi perceraian dini, perlu dilakukan
evaluasi rutin terhadap efektivitas kebijakan ini. Evaluasi ini bisa
mencakup analisis dampak sosial dan psikologis terhadap pasangan
yang telah menandatangani surat tersebut, serta efektivitas proses
pembinaan yang dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, kelemahan
atau kekurangan dalam praktik penerapan Surat Pernyataan Tidak
Menceraikan dapat diidentifikasi dan diperbaiki untuk memastikan
kebijakan ini tetap relevan dan efektif dalam konteks perubahan sosial
yang terjadi di masyarakat.

Perluasan Penerapan Penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan
di Pengadilan Agama Lainnya. Keberhasilan penerapan Penerapan
Surat Pernyataan Tidak Menceraikan di Bondowoso sebaiknya menjadi
contoh untuk diterapkan di pengadilan agama lainnya, terutama di
daerah-daerah yang memiliki tingkat perceraian dini yang tinggi,
khususnya di kalangan pasangan muda. Pemerintah dan lembaga
peradilan perlu melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait penerapan

Penerapan  Surat  Pernyataan  Tidak  Menceraikan, serta
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memperkenalkan mekanisme ini sebagai langkah preventif yang dapat
membantu pasangan muda untuk lebih bertanggung jawab dalam
menjalani kehidupan pernikahan mereka. Selain itu, peningkatan
kapasitas hakim dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada
pasangan muda juga perlu diperhatikan agar penerapan Penerapan Surat
Pernyataan Tidak Menceraikan berjalan maksimal.

Peningkatan Landasan Hukum untuk Surat Pernyataan Tidak
Menceraikan dalam Undang-Undang Perkawinan. Saat ini, tidak ada
dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan. Oleh karena
itu, penting untuk memperkuat landasan hukum bagi kebijakan ini
dengan memasukkan ketentuan terkait Surat Pernyataan Tidak
Menceraikan dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam peraturan
perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan agar kebijakan ini
memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dan diakui secara nasional,
serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan muda yang
menjalani pernikahan, sehingga dapat menumbuhkan komitmen yang

lebih kuat dalam menjaga keutuhan rumah tangga.
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Instrumen Wawancara dengan informan

DRAF PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

Pertanyaan Umum

1.

2.

3.

4.

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang fenomena dispensasi nikah di
wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso?

Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi nikah di
sini?

Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah dilakukan di
Pengadilan Agama Bondowoso?

Sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial calon
pengantin dalam menetapkan dispensasi nikah?

Pertanyaan Khusus tentang Surat Pernyataan Tidak Menceraikan

1.

w N

6.

7.

Apakah benar di Pengadilan Agama Bondowoso terdapat praktik pembuatan
surat pernyataan tidak menceraikan bagi pasangan yang mendapat dispensasi
nikah?

Siapa yang pertama kali menggagas ide atau kebijakan surat tersebut?

Apa tujuan utama dari pembuatan surat pernyataan itu menurut Bapak/Ibu?
Apakah surat tersebut menjadi syarat wajib atau hanya imbauan moral dalam
putusan dispensasi nikah?

Bagaimana mekanisme penandatanganan surat pernyataan itu (siapa saja
yang menandatangani dan disaksikan oleh siapa)?

Adakah sanksi atau konsekuensi bila pasangan tersebut tetap bercerai di
kemudian hari?

Menurut Bapak/Ibu, apakah surat ini efektif untuk menekan angka perceraian
dini di wilayah ini?

Pertanyaan tentang Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

1.

2.

3.
4.

5.

Apakah ada dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur surat pernyataan tidak menceraikan ini?

Jika tidak ada, dasar apa yang digunakan hakim dalam mengambil langkah
tersebut?

Apakah langkah ini bisa disebut sebagai bentuk ijtihad hakim?

Bagaimana Bapak/Ibu memahami ijtihad hakim dalam konteks praktik di
pengadilan?

Adakah pedoman internal (misalnya hasil rapat, surat edaran, atau
kesepakatan antarhakim) yang menjadi acuan kebijakan ini?

Pertanyaan tentang Analisis Sadd al-Dzari‘ah

1.

2.

3.

4.

Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah tindakan hakim ini termasuk upaya
pencegahan (preventif) terhadap dampak negatif pernikahan dini?

Apakah menurut Bapak/Ibu langkah tersebut bisa dikaitkan dengan prinsip
Sadd al-Dzari‘ah (menutup jalan menuju kemudaratan)?

Bagaimana Bapak/Ibu menilai korelasi antara surat pernyataan tidak
menceraikan dengan kemaslahatan keluarga muda?

Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah tindakan tersebut lebih bersifat
administratif atau moral-keagamaan?

Pertanyaan tentang Dampak dan Evaluasi

1.

2.

Sejauh ini, bagaimana respon masyarakat atau pihak yang pernah membuat
surat pernyataan tersebut?
Apakah pernah ada pasangan yang melanggar isi surat itu dan tetap bercerai?
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3. Bagaimana tindak lanjut pengadilan bila terjadi hal demikian?

4, Apakah hakim menilai surat pernyataan ini perlu diformalkan dalam
peraturan atau cukup sebagai langkah moral saja?

5. Menurut Bapak/Ibu, apa rekomendasi terbaik agar kebijakan ini lebih efektif
dan maslahat bagi masyarakat?

F. Pertanyaan Penutup

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran hakim agama dalam menjaga
kemaslahatan masyarakat melalui inovasi seperti surat pernyataan ini?

2. Apakah menurut Bapak/Ibu langkah ini bisa dijadikan contoh ijtihad hukum

progresif di lingkungan peradilan agama lain?

DRAF PEDOMAN WAWANCARA PASANGAN DISPENSASI

A.  Latar Belakang Pengajuan Dispensasi Nikah

1.
2.
3.

S N R RIS

Apa alasan utama Anda mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama?
Siapa yang mengusulkan atau mendorong pengajuan dispensasi tersebut?
Apakah Anda mengetahui batas usia menikah yang ditentukan oleh undang-
undang sebelum mengajukan dispensasi?

Bagaimana pandangan keluarga terhadap keputusan menikah di usia muda?
agaimana proses persidangan dispensasi yang Anda alami?

urat Pernyataan Tidak Menceraikan

Apakah Anda diminta menandatangani surat pernyataan tidak akan bercerai?
Siapa yang menjelaskan isi surat tersebut kepada Anda?

Apakah Anda memahami isi dan tujuan surat itu sebelum menandatanganinya?
Bagaimana perasaan Anda saat menandatangani surat tersebut?

Apakah penandatanganan surat itu bersifat wajib atau sukarela?

Apakah menurut Anda surat tersebut penting bagi pasangan muda yang
menikah melalui dispensasi?

C.  Dampak Surat Pernyataan dalam Kehidupan Rumah Tangga

1.

2.

3.

4.

5.

Apakah surat pernyataan itu memengaruhi cara Anda menjalani kehidupan
berumah tangga?

Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, apakah Anda teringat pada
surat pernyataan tersebut?

Apakah surat itu membuat Anda lebih berhati-hati dalam menghadapi konflik
atau pertengkaran?

Menurut Anda, sejauh mana surat pernyataan tersebut membantu mencegah
perceraian?

Apakah surat itu lebih terasa sebagai beban atau pengingat moral

D.  Evaluasi dan Pandangan Responden

1.

2.

3.

Menurut Anda, apakah kebijakan hakim membuat surat pernyataan tidak
menceraikan itu baik untuk semua pasangan muda?

Apakah kebijakan tersebut perlu dijadikan aturan tetap atau cukup sebagai
anjuran moral?

Jika Anda bisa memberi saran kepada pasangan muda lain, apa yang ingin
Anda sampaikan?

Bagaimana pendapat Anda tentang peran pengadilan dalam membina
pasangan muda agar tidak mudah bercerai?
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Lampiran 6
Dokumentasi Peneliti dengan Informan

Foto Kegiatan Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Bondowoso
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Foto Kegiatan Wawancara Bersama Panitera Muda PA Bondowoso
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Lampiran 7
Dokumentasi Surat Pernyataan Tidak Menceraikan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1, Nama:  :MOCH, HASAN BASRI BIN SUMARWI AMAR

Sebagai : Calon Suami

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti menikah dengan istri saya, akan bekerja keras (tidak melas) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri dan anak-anak.

2, Saya tidak akan menceraikan istri saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun,

2.Nama:  :RISKABINTIMISTONO

Sebagai : Calon Istri

Menyatakan:

1. Saya berjanji jIka nanti menikah dengan suami saya, akan ta'at dan patuh kepada suami (termasuk harus fkut di tempat tinggal yang ditentukan suami)

2. Saya tidak akan menggugat cerai suami saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun,

3. Nama:  SUMARWIAMAR BIN AMAR

Sebagai : Orang Tua Calon Suami

Menyatakan:

1. Saya berjanjijika nanti anak saya menikahi calon strinya, akan membantu dan membimbing keberlangsungan serta keharmanisan rumah tangga anak-anak saya tersebut.
2, Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supaya bekerja keras untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

3. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian anak-anak saya tersebut.

4,Nama:  :MISTONO BIN MISTAR

Sebagai : Orang Tua Calon Istri

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti anak saya menikah dengan calon suaminya, akan membantu dan membimbing keberlangsungan serta keharmonisan rumah tangga anak-anak saya tersebut
2. Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supaya ta'at dan patuh kepada suaminya.

3. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceralan anak-anak saya tersebut.

Demikian pernyataan Inl, kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.
Bondowoso, 25 Juli 2024

Calon Suami,  Calon lstri,

by Y

o Bour QX
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1,Nama:  :KHOIRUL ANSHORI BIN AHMAD BAIDHOW|

Sebagai: Calon Suami

Menyatakan:

1. Saya berjani jika nanti menikah dengan istri saya, akan bekerja keras (tidak malas) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri dan anak-anak.

2, Saya tidak akan menceraikan istri saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun,

2 Nama: : YUNITA AGUSTIN BINTI AHMAD ROFIK

Sebagai ; Calon Istri

Menyatakan:

1. Saya berjanjijika nanfi menikah dengan suami saya, akan ta'at dan patuh kepada suami (termasuk harus ikut i tempat finggal yang ditentukan suami)

2. Saya fidak akan menggugat ceral suami saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun.

3.Nama:  AHMAD BAIDHOWI BIN ABUSADDIN

Sebaga : Orang Tua Calon Suami

Menyatakan:

1, Saya berjanjijka nanti anak saya menikahi calon istrinya, akan membantu dan membimbing keberlangsungan serta keharmonisan rumah tangga anak-anak saya lersebul.
2. Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supaya bekerja keras untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

3. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah teriadinya perceraian anak-anak saya tersebut.

4,Nama:  :AHMAD ROFIK BIN ISMALL

Sebagai : Orang Tua Calon lstri

Menyatakan:

1. Saya berjanijika nanti anak saya menikah dengan calon suaminya, akan membantu dan membimbing keberlangsungan serta keharmonisan rumah tangga anak-anak saya tersebut.
2. Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supaya ta'at dan patuh kepada suaminya,

3. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian anak-anak saya tersebut,

Demikian peryataan ini, kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun,
Bondowoso, 24 Juli 2024

Calon Suami,  Calon Istr, Orang tua calon suami, Orang tua calon istr,

b L
4
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah inl,

1,Nama: ' WAHYUDIONO BIN TOYAMAN

Sebagal : Calon Suami

Menyalakan;

1. Saya berjay ika nanfi menikah dengan istri saya, akan bekerja keras (tidak Malas) untuk memaauhi kebutuhan et tangga istr dai #nk-anak,

2. Saya lidak akan menceralkan ist 3aya (apapun alasantya) minimal 2 (duaj tahun setelah manikah atau minimal 4k (erakhir berumu 2 (dua) tahun,

2.Nama:  HODDAYFIYAH BINT} MARJI

Sebagai : Cafor fstr

Menyatakan:

1, Saya berje ka nanti menikah do1gan suami saya, akan ta'at dan patuh kepada suami (termysauk harus ut i st tinggal yang diliken suami),

2. Saya tidak akan menggugat ceral Suami saya (apapun alasannya) minimat 2 (dua) tahun selaleh inenikah atau miniyel anak terakhir datur 2 (dus) takue

3, Nama:  TOYAMAN
Sebagai: Orany Tua Calon Suami
Menyatakan;

1, Saya berjan ka nanti anak saya menkahi calon strnya, akan memban dan membimbing kebariangsungan sera kaharmonisan i téngga anakeaiik 54y lersebul
2. Saya akan mendorong/ menduking anak saya supays bekeria keras unfyk menafkahi istl dan angk-anaknya.
3. Saya akan berusaha sungguhvsungguh untuk mencegan leradinya peroeraian anak-anak saya irsebut,

4 Nema:  (MARJIBINAMN
Sebagai : Orang Tua Calon Ist
Menyatakan:

1. Saya berjan jika nanti anak saya menkah dengan cakon suaminya, akan tmbantu dan memmbimbing keberlangsingan serta keharmasiban rumah tanggh sik-anak saya t4s
2. Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supays l'at dan patuh kepada suaminya,
3, Saya akan berusaha sungguhstingguh untuk mencagah teriadinya peroeraian anak-anak saya arsebut.

Demikian parnyataan inl, kami bua! dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapim,
Bondowosa, 26 Jull 2024

b
Calon Suaml,  Calon Istr, Orang tua calon suami, Orang tua calon fstrl
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